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ABSTRAK

Nama : Diana
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR

32/KELAPA DUA WETAN (Andlisis Yuridis: Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2285
K/PDT/2007 tanggal 12 Mei 2008)

Kegiatan Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan
informasi yang lengkap mengenai bidang tanah serta memberikan kepastian
hukum kepada para pemegang hak atas tanah mengenai kekuatan pembuktian
sertipikat sebagal alat pembuktian yang kuat, akan tetapi sertipikat bukan
merupakan aat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan
pemegang haknya digugat oleh pihak lain yang merasa sebagai pemegang hak
yang sebenarnya. Tesis ini membahas mengenal sengketa tanah antara Antjin
Ganton dengan Pemerintah DK Jakarta yang berakibat pada pembatalan sebagian
bidang tanah atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan atas nama
Pemerintah DKI Jakarta. Penelitian menekankan pada kepastian hukum terhadap
suatu sertipikat hak atas tanah yang dinyatakan batal untuk sebagian luas bidang
tanah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi
deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun suatu sertipikat
dinyatakan batal untuk sebagian luas bidang tanah, namun sertipikat induknya
setelah dikurangi dengan sebagian luas bidang yang menjadi sengketa, tetap
merupakan alat pembuktian yang kuat.

Katakunci :
Pendaftaran tanah, pembatalan sertipikat hak atas tanah.
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ABSTRACT

Name : Diana
Study Program : Magister of Notary
Title : REVOCATION OF USE RIGHTS CERTIFICATE

NUMBER 32/KELAPA DUA WETAN (Juridica
Analysis. Supreme Court Decison Number 2285
K/PDT/2007 dated May 12, 2008)

Land registration act intends to compile and provide the complete information
regarding a parcel of land and gives legal certainty to the rights holder in
certificate as a strong proof tool. But the certificate is not an absolute proof tools
because there is always possibility to others who can prove as the original rights
holder to claim the land by the suit. The thesis discusses and analyses about the
dispute between Antjin Ganton versus Government of DK Jakarta that conduces
a partial revocation of Use Rights Certificate number 32/Kelapa Dua Wetan on
behalf of Government of DKI Jakarta. The research emphasizes to a lega
certainty of aland certificate that revoked partially of itsbroad. This research used
a normative juridical method with the descriptive typology. The result concludes
that even a certificate has been partially revoke, the main broad of certificate after
reduced by the revocation part in the dispute, is still astrong proof tool.

Key words :
Land Register, revocation of land certificate.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 TahuB0 1&ntang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnysehllit UUPA”) pada
tanggal 24 September 1960, telah terjadi perubdhadamental pada hukum
agraria di Indonesia terutama hukum dibidang paftan, karena telah terjadi
pembaharuan dibidang hukum agraria atau hukum taindhdonesia. UUPA
telah menciptakan unifikasi dibidang hukum tanah deenyatakan tidak berlaku
lagi hukum tanah yang bersifat dualistik, yaitu:

a. hukum tanah barat yang bersifat liberalistik; dan

b. hukum tanah adat tertulis ciptaan pemerintah Baawdn pemerintah
Swaparja.

Sedangkan hukum tanah adat yang tidak tertulis hmeetap berlaku sebagai

sumber utama. Unifikasi hak-hak perorangan atashtgang sudah dikuasai oleh

orang dan badan hukum baik yang berasal dari hukaah barat maupun hukum

tanah adat pun dikonversi atau diubah menjadi fkierorangan atas tanah

menurut hukum tanah nasional.

Dengan demikian bersumber utama pada hukum ada ydak tertulis,
sehingga hukum tanah nasional menggunakan konsapag-asas, lembaga
hukum dan sistem hukum adat yang dirumuskan memadna-norma hukum
tanah nasional yang tertulis dan disusun menustérsi hukum adat. Konsepsi
hukum adat mengenai pertanahan yang diangkat memadepsi hukum tanah
nasional dirumuskan sebagakomunalistik-religius yang memungkinkan

penguasaan bagian-bagian tanah bersama karunian TWdrag Maha Esa oleh

Universitas Indonesia
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para warga negara secara individual dengan hakakek tanah yang bersifat

pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersarhaan.

Berdasarkan konsepsi yang bersumber utama padamhukdat, hak
penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasiengudidalam tata susunan
berjenjang sebagai berikut:

a. Hak Bangsa
Disebut dalam Pasal 1 UUPA dan merupakan hak peagnaatas tanah yang
tertinggi dan meliputi semua tanah dalam wilayalgane yang merupakan
tanah bersama.

b. Hak Menguasai dari Negara
Disebut dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang & dan merupakan
hak penguasaan atas tanah sebagai penugasan patakséak Bangsa yang
termasuk bidang hukum publik dan meliputi semuaaltabersama bangsa
Indonesia. Tafsiran otentik mengenai hakikat dagkup Hak Mengusai dari
Negara itu dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA.

c. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan rkarupak penguasaan
atas tanah bersama masyarakat hukum adat tert&dasal 3 UUPA
mengandung pernyataan pengakuan mengenai keberhd&anlayat dalam
hukum tanah nasional.

d. Hak-hak perorangan yang memberi kewenangan untukake dalam arti
menguasai, menggunakan dan/atau mengambil marddantu dari suatu
bidang tanah tertentu, berupa:

1. Hak-hak atas Tanah

Berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangdaarhak pakai yang
ketentuan-ketentuan pokoknya terdapat dalam UUR#fa dek-hak lain
dalam hukum adat setempat, yang merupakan hak psaguo atas tanah
yang memberi kewenangan kepada pemegang haknykametuakai suatu
bidang tanah tertentu yang dihaki dalam memenubitkénan pribadi atau
usahanya. Hak-hak atas tanah itu pokok-pokok kedemtya diatur dalam
Pasal 4,9,16 dan Bab Il UUPA.

! Boedi Harsono (a)Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Cet. 10, (Jakarta:
Universitas Trisakti, 2007)

Universitas Indonesia
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e.

2. Hak atas Tanah Wakaf
Merupakan hak penguasaan atas suatu bidang tartahtiebekas hak
milik yang oleh pemiliknya dipisahkan dari hartak&gaannya dan
melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingabagatan atau
keperluan sosial lainnya, sesuai ajaran hukum agafam. Perwakafan
tanah hak milik diatur dalam Peraturan Pemerintamdl 28 Tahun 1977
sebagai pelaksanaan Pasal 49 UUPA.
Hak Tanggungan
Sebagai satu-satunya hak jaminan atas tanah dalknmhtanah nasional yang
merupakan hak penguasaan atas tanah yang membendegan kepada
kreditor tertentu untuk menjual lelang bidang tanatientu yang dijadikan
jaminan bagi pelunasan piutang tertentu, bagi debjiang cidera janji dan
mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersedugah hak mendahului dari
pada kreditor-kreditor yang lain. Hak Tanggungaatuti dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1996 sebagai pelaksanaantéateRasal 57 UUPA.
Sekalipun bukan hak atas tanah, namun Hak Milik &tuan Rumah Susun
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang NatoTahun 1985
tentang Rumah Susun merupakan hak penguasaan wasigatindividual
yang ada hubungannya dengan hak atas tanah dém @elait penggunaan
hak bersama dimana rumah susun itu didirtkan.

Tujuan utama pembentukan UUPA sebagaimana tercathlsim penjelasan

umum angka | UUPA adalah:

a.

meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraasional yang
merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebatmadea keadilan bagi
negara dan rakyat terutama rakyat tani dalam rangisyarakat yang adil dan

makmur;

. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatunakedaderhanaan dalam

hukum pertanahan;

Z1bid., him. 40-42.
% Sunaryo BasukiPokok-Pokok Hukum Tanah Nasional, diktat mata kuliah Hukum Agraria

Bagian Pertama, Magister Kenotariatan dan Pertan&ha&ultas Hukum Universitas Indonesia,
September 2007, him. 9.

Universitas Indonesia
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c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastiaumin mengenai hak-hak
atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang penm@mmamemerlukan
tersediannya perangkat hukum tertulis yang lengkalas dan dilaksanakan
secara konsisten, serta penyelenggaraan pendatiéaamyang efektif.

Kemajuan perekonomian rakyat dan perekonomian nakiberdampak
semakin dibutuhkannya kepastian hukum dibidangapatian. Tanah semakin
diperlukan untuk mendorong peningkatan perekonomaawara lain untuk
keperluan modal dan investasi serta jaminan kréthtmun seringkali sertipikat
tanah menjadi persengketaan bahkan sampai ke Rimgadthl ini timbul karena
tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagidkphn masyarakat dan
masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengdragai cara bahkan
dengan cara menyerobot tanah milik orang lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka semakimlukpa adanya kepastian
hukum dan kepastian hak atas kepemilikan tanahindamkepastian hukum
dalam penguasaan tanah juga perlu ditingkatkarraafden dengan mempercepat
dan meningkatkan ketelitian dalam pelaksanaan femda tanah dengan surat
tanda bukti hak berupa sertipikat tanah yang letikukuhkannya kekuatan
pembuktiannya.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan tugamran yang
dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan takgi@m rangka memberikan
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Datag dihimpun dalam
kegiatan pendaftaran tanah pada dasarnya melipatbidlang, yaitu:

1. data fisik mengenai tanahnya meliputi lokasi, b&@ss, luas dan bangunan
yang ada diatasnya,

2. data yuridis mengenai haknya meliputi haknya ammaspemegang haknya,
ada atau tidaknya hak pihak I4in.

Ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia diatanddasal 19 UUPA yang
dilaksanakan dengan PP Nomor 10 Tahun 1961 dandiamdiganti dengan PP

Nomor 24 Tahun 1997. Kedua Peraturan Pemerintaleldat merupakan bentuk

* Boedi Harsono (b)Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cet. 3, (Jakarta:
Djambatan, 2005), him. 69.
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pelaksanaan pendaftaran tanah yang bertujuan mixaémepastian hukum dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas taealgan alat bukti yang

dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tersedyuph sertipikat hak atas tanah,
yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ul8ertipikat hak atas tanah
merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimanetdkan dalam Pasal 19
ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 &jpatan Pasal 38 (2) UUPA.

Sertipikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat lnlzkan merupakan tanda
bukti yang mutlak.

Penerbitan suatu sertipikat tanah disuatu negarkaiten dengan sistem
pendaftaran tanah yang dianut oleh negara yanguigtatan. Jika dilihat dari
ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA, ditegadka@hwa surat tanda bukti
hak atau sertipikat tanah yang diterbitkan tersebetlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat dan sesuai dengan sistem ihg@getg dianut dalam
pendaftaran tanah di Indonesia, maka berarti siegtipanah yang diterbitkan itu
bukanlah alat bukti yang mutlak yang tidak bisaadiggu gugat, artinya sertipikat
tanah tersebut bisa dicabut atau dibatafkan.

Sistem pendaftaran tanah yang digunakan dalam huiamah kita dalah
sistem pendaftaran hak dengan sistem negatif yasmggamdung unsur positif.
Makna dari sitem ini adalah bahwa pemerintah meikderpengakuan atas
sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti haksdbagai alat bukti yang kuat
sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Hal ini jud@yatakan oleh Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2285 K/FIDU/7 tangaal 12 Mei
2008 yang memuat dasar pertimbangan bahwa mengtejaél negatif tentang
register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indenesiaka pendaftaran nama
seseorang di dalam register bukanlah berarti absoknjadi pemilik tanah
tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktitaeh pihak lain. Dengan
demikian, berdasarkan sistem pendaftaran tersapabila ada pihak yang merasa
dirugikan atas diterbitkannya suatu sertipikat atzstu bidang tanah, maka pihak
yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukaatguigpembatalan terhadap

sertipikat tersebut.

°® Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan
Pelaksanaannya, cet. 1, edisi kedua, (Bandung: Alumni, 1993), .hii%.
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Penyelesaian sengketa pertanahan dapat berakibatpganbatalan hak atas
tanah. Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) PeraturateNié&egara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tgntata Cara Pemberian
dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Rdsael(PMNA/KABPN
Nomor 9 Tahun 1999).

Dalam tulisan ini, akan dibahas kasus dibatalkanpsgaerbitan Sertipikat
Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan untuk sebagias hak atas tanah,
sebagai pelaksanaan eksekusi putusan PengadilagriNkegkarta Timur, yang
diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Republilorasia. Perkara ini
bermula dari sengketa kepemilikan atas tanah beklis adat yang terletak di
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas (ddtelurahan Cipayung,

Kecamatan Pasar Rebo), Kotamadya Jakarta Timugaddmatas-batas:

sebelah utara : Jalan Raya Ciracas;
sebelah selatan : Gang Ganton;
sebelah timur . Jalan Setapak/Perkampungan RU&tamgga 002,

Rukun Warga 011, Kelurahan Kelapa Dua Wetan;
sebelah barat ; Jalan Mesjid At-Taufiq

Antjin Ganton (selanjutnya disebutPénggugat) dengan surat bukti
Girik/Letter C Nomor 229 Persil 9 Blok D.1 seluad® nf yang terletak di
wilayah Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, kdlan Kelapa Dua Wetan,
Kecamatan Ciracas (dahulu Kelurahan Cipayung, Katam Pasar Rebo),
Kotamadya Jakarta Timur, memiliki tanah bekas hdlk radat tersebut, bersama
dengan ahli waris lainnya yang diperoleh berdasahek waris dari orang tuanya
yaitu Law Wan Lang dan istrinya Nyonya Nyimah Byleng menguasai dan
mengelola tanah hak tersebut sejak tahun 1945.

Pada tahun 1992 terjadi keributan, dimana Pemérib@aerah Khusus lbu
Kota Jakarta (PEMDA DKI Jakarta (selanjutnya digeblergugat 1)) dan
Kepala Kecamatan Ciracas (selanjutnya disebleérdgugat 11”), memaksa
memagari bidang tanah milik Penggugat dengan meaigteoknum Tentara
Negara Indonsia (TNI) dan Polisi Republik Indong8i®LRI) pada saat itu.

Kemudian pada tahun 1996 terbit Sertipikat Hak Pikanor 32/Kelapa Dua
Wetan atas nama PEMDA DKI Jakarta seluas 17.775amg sebagian dari luas
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sertipikat tersebut masuk pada bidang tanah mgikggugat yaitu untuk seluas
8.110 nf secara melawan hukum, karena baik pewaris maupnggRgat tidak
pernah memberikan, mengalihkan atau menjual taeateliut kepada pihak
manapun apalagi kepada Tergugat I.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat meageajgugatan terhadap
Tergugat | dan Tergugat Il di Pengadilan Negeriadt@ak Timur, disertai dengan
alat-alat bukti tertulis, berupa surat-surat yangnyatakan bahwa tanah seluas
8.110 nf dengan bukti Girik/Letter C Nomor 229 Persil 9 BID.1 tersebut di
atas, adalah benar milik Law Wan Lang ayah darigBegat. Sedangkan
Tergugat | tidak dapat membuktikan bahwa pihakm®aht menerima pelepasan
atau penyerahan hak dari Law Wan Lang maupun a@smgdugat atau ahli waris
lainnya atas tanah hak seluas 8.116 tersebut. Sehingga terbukti bahwa
Sertipikat Hak Pakai atas nhama Tergugat | tersehigibitkan melalui cara-cara
yang bertentangan dengan hukum dan dinyatakan bakam serta tidak dapat
dijadikan bukti hak sepanjang luas tanah yang disetakan oleh Penggugat.

Terhadap sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dustai¥ tersebut, akan
dilakukan pemisahan, dimana sertipikat tersebun alkaagi menjadi dua bagian,
yaitu bagian pertama adalah sertipikat induk, dengamor sertipikat yang sama
dan pemegang haknya tetap atas nama Tergugatdn§eh bagian yang kedua
adalah bidang tanah hasil pemisahan seluas 8.F1@ilix Penggugat bersama
ahli warisnya dan karena belum bersertipikat, ntadlang tanah tersebut kembali
berstatus sebagai tanah bekas hak milik adat ketcas Girik/Letter C Nomor
229 Persil 9 Blok D.1.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis meeatsik untuk mengkaji
lebih lanjut mengenai kepastian hukum terhadappdet hak atas tanah yang
dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuat&kkum mengikat untuk
sebagian luas tanah yang menjadi sengketa, propethksanaan pelepasan dan
permohonan kembali hak atas tanah hasil pemisaharsertipikat yang telah
dinyatakan cacat hukum dan apakah putusan MahkaAwing Republik
Indonesia Nomor 2285 K/PDT/2007 tanggal 12 Mei 206&&h sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehabutgngan maksud untuk

mengkaji masalah tersebut, maka dikemukakan juduknelitian
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“PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR 32/KELAPA DU A
WETAN?” (Analisis Yuridis: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2285 K/PDT/2007 tanggal 12 Mei 2008).

B. Pokok Permasalahan

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusaralassebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap sertipikatakes tanah yang
dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekulatdam mengikat
untuk sebagian luas tanah yang menjadi sengketa?

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pelepasan dan meramokembali hak
atas tanah hasil pemisahan dari sertipikat yanghtelinyatakan cacat
hukum?

3. Apakah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesian®o2285
K/PDT/2007 tertanggal 12 Mei 2008, telah sesuaigden peraturan
perundang-undangan yang berlaku?

C. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian
Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukareltean ini adalah
yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankeaaa penggunaan data

sekunder berupa norma hukum tertulis.

2. Tipologi Penelitian
Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini yaipgnelitian deskriptif
preskriptif. Maksud dari penelitian ini untuk memgleh gambaran yang
jelas tentang proses pembatalan sertipikat yangathkan cacat hukum
oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiakusgbagian luas
tanah yang disengketakan, serta memberikan saranjalan keluar

terhadap permasalahan tersebut.
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3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian inisdddata sekunder, yaitu

data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakdau dokumentasi

guna mendapatkan landasan teoritis terhadap pelabaartipikat yang

dinyatakan cacat hukum oleh putusan Mahkamah AgRegpublik

Indonesia untuk sebagian luas tanah yang diserngket&umber hukum

yang digunakan berupa:

a.

Sumber hukum primer, yaitu berupa sumber hukum yaeggikat,
yaitu peraturan perundang-undangan yang bergunak umiencari
landasan hukum dari penelitian;

Sumber hukum sekunder, yaitu sumber pustaka yarigjieen untuk
memberikan penjelasan mengenai sumber hukum prigember
hukum sekunder ini antara lain mencakup hasil pgel rancangan
undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum bematur-
literatur;

Sumber hukum tersier, yaitu sumber yang memberigatunjuk
maupun penjelasan terhadap istilah-istilah yanglafest dalam
sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Surydng
dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamusiklEpedia, dan

sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen

Peneliti mempelajari peraturan perundang-undangang yberlaku
yang mengatur mengenai pendaftaran tanah, pembgbalaerbitan
sertipikat hak atas tanah dan penanganan sengkegamahan.

Studi Kasus

Peneliti melakukan studi kasus untuk menunjang datag telah

diperoleh melalui studi dokumen.

5. Metode Analisis Data
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Metode analisis data yang digunakan adalah metodét&tif dari data

sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah untukipesan kesimpulan

untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggwadpyian.

D. Sistematika Penulisan

BAB |

BAB I

PENDAHULUAN
Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belgkapokok
permasalahan, metode penelitian yang digunakansidéamatika

penulisan.

TINJAUAN  HUKUM  TERHADAP  PEMBATALAN
SERTIPIKAT

Dalam Bab ini memuat kajian teori dan analisa y&egkaitan
dengan penyebab dinyatakannya sertipikat hak atehtmenjadi
cacat hukum dengan meninjau terlebih dahulu tentakehak atas
tanah, keberadaan pendaftaran tanah sebagai dedatnya
sertipikat, sertipikat sebagai tanda bukti hakgitedari pengertian
sertipikat, kekuatan pembuktian sertipikat, pembatehak atas
tanah, pemecahan dan pemisahan bidang tanah, getepak atas
tanah, serta permohonan kembali hak atas tanatanut@hadap
kasus posisi, putusan pengadilan dan selanjutigkuian analisis
terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor &affa Dua
Wetan (Analisis Yuridis: Putusan Mahkamah Agung i
Indonesia Nomor 2285 K/PDT/2007 tanggal 12 Mei J0fhgan
permasalahan hukum, yaitu mengenai bagaimanakahstap
hukum terhadap sertipikat hak atas tanah yang tiikga cacat
hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatiku
sebagian luas tanah yang menjadi sengketa, bagaipasedur
pelaksanaan pelepasan dan permohonan kembali haktatah
hasil pemisahan dari sertipikat yang telah dinyatakacat hukum
dan apakah Putusan Mahkamah Agung Republik Indamésmor
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2285 K/PDT/2007 tertanggal 12 Mei 2008, telah sesiggan

peraturan perundang-undangan yang berlaku?

BAB Il PENUTUP
Dalam Bab terakhir ini, akan membahas dan menaui&tus

kesimpulan dari uraian dalam bab-bab terdahuluaseafian
dikemukakan saran-saran yang diperlukan berdasatkasil

penelitian yang dilakukan.

Universitas Indonesia

Pembatalan sertifikat..., Diana, FH Ul, 2012.



12

BAB Il
TINJAUAN HUKUM
TERHADAP PEMBATALAN SERTIPIKAT

A. TEORI DAN LANDASAN HUKUM

1. Hak-Hak Perorangan Atas Tanah

Hak-hak perorangan yang memberi kewenangan untuinates
dalam arti menguasai, menggunakan dan/atau menjgarabfaat tertentu
dari suatu bidang tanah tertentu, berupa:

a. Hak Milik
1) Pengertian
Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dapéeuh yang
dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat furggsals yang
dapat beralih dan dialihkan kepada pihak fain.

Dengan demikian maka sifat-sifat hak milik adalah:

a) Turun-temurun, artinya hak milik atas tanah dapatalh
karena hukum dari seseorang pemilik tanah yang mggal
dunia kepada ahli waris;

b) Terkuat, artinya bahwa hak milik atas tanah tersefang
paling kuat diantara hak-hak atas tanah lainnya,;

c) Terpenuh, artinya bahwa hak milik atas tanah tensdapat
digunakan untuk usaha pertanian dan juga untuk imiesual
bangunan;

d) Dapat beralih dan dialihkan;

® IndonesialUndang-Undang Pokok Agraria, Nomor 5 Tahun 1960, LN Nomor 104 Tahun
1960, TLN Nomor 2043, Ps. 20.
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e)

f)
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Dapat dibebani kredit dengan dibebani hak tanggunga
Jangka waktu tidak terbatas;

2) Subyek Hak Milik

a)

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Ubika yang

dapat mempunyai hak milik adalah:

(1) Warga Negara Indonesia;

(2) Badan-badan hukum yang ditunjuk Peraturan Petaérin
Nomor 38 Tahun 1963, tertanggal 19 Juni 1963, yakni

Bank-bank Negara, misalnya: Bank Indonesia, Bangang

Negara, Bank Negara Indonesia 1946;

Koperasi Pertanian;

Badan-badan Sosial;

Badan-badan Keagamaan.

b. Hak Guna Usaha
1) Pengertian

Hak Guna Usaha, yang pengertiannya dijabarkan d&lasal

28 UUPA, adalah:

a)

b)

c)

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langslaig
negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersetarmd2asal
29 UUPA, yang ditujukan guna usaha pertanian, pegk atau
peternakan.

Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnijagpa
sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika ly@asB5
hektar atau lebih harus memakai investasi modag yapak
dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengaempbdngan
zaman.

Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kep#mk pain.

Dari definisi atau pengertian yang tersebut diatdapat

diketahui bahwa yang dinamakan dengan Hak GunadJadalah

hak yang diberikan oleh negara kepada perusahagange,

perikanan atau perusahaan peternakan untuk melakid@atan

usahanya di Indonesia.
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2) Subyek dan Jangka Waktu Hak Guna Usaha
a) Pihak yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Usaha.
Sehubungan dengan pemberian Hak Guna Usaha itir dia
dalam Pasal 30 dan 31 UUPA, sebagai berikut:
(1) Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha ialah:
(a) Warga Negara Indonesia;
(b) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
yang berkedudukan di Indonesia;

(2) Orang atau Badan Hukum yang mempunyai Hak Guna
Usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat selyaggy
tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dalam jangka wvaktu
tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itadap
pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini derl
juga terhadap pihak yang memperolen Hak Guna Usaha,
jilka ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jiak
Guna Usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau
dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka halhépus
karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pahak
akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

(3) Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan pemerintah.

b) Jangka Waktu Hak Guna Usaha
Jangka waktu pemberian Hak Guna Usaha dapat ditamuk
dalam ketentuan Pasal 29 UUPA yang menetapkan hataka

Guna Usaha diberikan untuk waktu paling lama 2%unah

Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang |edommal

dapat diberikan Hak Guna Usaha untuk waktu pakmgal 35

tahun. Atas permintaan pemegang hak dan mengirgataan

perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam (ayat
dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan wadling lama

25 tahun.
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Hak Guna Bangunan
1) Pengertian

Hak Guna Bangunan adalah salah satu hak atas kainalga

yang diatur dalam UUPA. Menurut ketentuan PasdlBPA yang

berbunyi sebagai berikut:

a) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling landa&hun.

b) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat
keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya jaraka
tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengaktuw
paling lama 20 tahun.

c) Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kaepsauak
lain.

2) Subyek dan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan
a) Pihak yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan
Sehubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini,
diatur dalam Pasal 36 UUPA, sebagai berikut:
(1) Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan ialah:
(a) Warga Negara Indonesia;
(b) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
yang berkedudukan di Indonesia,

(2) Orang atau Badan Hukum yang mempunyai Hak Guna
Bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syaratgseba
yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dalam jamngidetu
satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak it
kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuman i
berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh HakaGun
Bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syaratetars
Jika Hak Guna Bangunan yang bersangkutan tidak
dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu terseb

maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan
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bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan penatura

pemerintah.

b) Jangka Waktu Hak Guna Bangunan.

Ketentuan Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatur mengengkga
waktu pemberian Hak Guna Bangunan. Ketentuan terseb
berbunyi sebagai berikut:

(1) Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 PP Nomor 40 Tahun 1996 tersebut, diberikan untuk
jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat dipgapa
untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.

(2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan dan
perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berakhir kepada bekas pemegang hak dapat diberikan
pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas tanah yarag sa

d. Hak Pakai
1) Pengertian

Hak atas tanah berikutnya yang diatur dalam UUPAlad

Hak Pakai. Rumusan umum mengenai Hak Pakai sehbalaitas

tanah diatur dalam ketentuan Pasal 41 UUPA yangyatakan

sebagai berikut:

(a) Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atawngar
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negtaa tanah
milik orang lain, yang memberi wewenang dan keveajilyang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejsrsg
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian denga
pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa meayatau
perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu adak ti
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuatanga
undang.

(b) Hak Pakai dapat diberikan:
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(1) Selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya
dipergunakan untuk keperluan tertentu.

(2) Dengan cuma-Cuma, dengan pembayaran atau pemberian
jasa berupa apapun.

(3) Pemberian Hak Pakai tidak boleh disertai syaratagya

yang mengandung unsur pemerasan.

2) Subyek Hak Pakai

Pasal 42 UUPA berisi aturan mengenai siapa sajaSiayek
hukum Hak Pakai, yaitu sebagai berikut:
a) Warga Negara Indonesia;
b) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
c) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonetaa
berkedudukan di Indonesia;
d) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan dined.

2. Pendaftaran Tanah

a.

Pengertian Pendaftaran Tanah

Penyelenggaraan pendaftaran tanah ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemud
dalam perkembangannya disempurnakan dengan Peratura
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mulai berlakdap
tanggal 8 Oktober 1997 dan telah mendapat pengatiaiaih
lengkap dan lebih rinci dalam ketentuan pelaksamganyaitu
dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Ba&tatanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (selanjutnya disebut
“PMNA/KBPN Nomor 3/1997”") yang mulai berlaku jugzada
tanggal 8 Oktober 1997.

Pengertian pendaftaran tanah tercantum dalam fesajka 1
PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu suatu rangkaian kagigang
dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus,

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpl@ngolahan,
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pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan dakadfé data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenaargebidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pamisearat
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yandatsuada
haknya dan hak milik atas satuan rumah susun s$erkahak
tertentu yang membebaninya.

Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan” menunjuk kepathnya
berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendati@nah, yang
berkaitan satu dengan yang lain, berurutan memjanli kesatuan
rangkaian yang bermuara pada tersedianya data dipegukan
dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukurbiding
pertanahan bagi rakyat.

Kata-kata “terus-menerus” menunjuk pada pelaksanaan
kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akfarrData yang
sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipeljhdalam arti
disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang té&gadidian,
hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.

Kata-kata “teratur” menunjukkan, bahwa semua kegitarus
berlandaskan peraturan perundang-undangan yangis&suvena
hasilnya akan merupakan tanda bukti menurut hukiiarpun
daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dddakum
negara-negara yang menyelenggarakan pendaftai@m tan

Data yang dihimpun pada dasarnya meliputi dua lgidgaitu:
1) Data fisik mengenai tanahnya, yaitu meliputi lokgsi, batas-

batasnya, luas bangunan dan tanaman yang adadyata
2) Data yuridis mengenai haknya, yaitu meliputi hakrajza,

siapa pemegang haknya, ada atau tidak hak pihak lai

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah wilayah kesat
administrasi pendaftaran, yang bisa meliputi séluxiegara, bisa
juga desa atau kelurahan seperti yang ditetapki@mdaP Nomor
24 Tahun 1997.
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Kata-kata “tanah-tanah tertentu” menunjukkan kepalgek
pendaftaran tanah. Ada kemungkinan, bahwa yandtdidiaanya
sebagian tanah yang dipunyai dengan hak yang dikubjalam PP
Nomor 10 Tahun 1961, yang semula ditunjuk untulafiead adalah
Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunartapie
kemudian diperluas mengenai juga Hak Pakai yangrittiéin oleh
Negara, Hak Pengelolaan, Wakaf dan Hak Milik atagu&h
Rumah Susun.

Urutan kegiatan pendaftaran tanah, adalah pengampul
datanya, pengolahan atau processing-nya, penyimpgaadan
kemudian penyajiannya. Bentuk penyimpanannya biseupa
tulisan, gambar/peta dan angka-angka di atas keni&sofilm atau
dengan menggunakan bantuan komputer. Kegiatantkegia
tersebut meliputi baik data pendaftaran untuk pest&ali maupun
pemeliharaannya kemudian. Dalam pengertian “peayaji
termasuk penerbitan dokumen informasi kepada pilyakg
memintanya, berdasarkan data yang dihimpun. Berkiasadata
yang dihimpun tersebut, maka diterbitkanlah sueatdé bukti
haknya.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 PP Nomor 24h Tah
1997 bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasagkas
sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbBkajelasan
mengenai asas-asas tersebut, adalah sebagai berikut
a) Asas sederhana, dimaksudkan agar ketentuan-keteptkak

maupun prosedurnya mudah dapat dipahami oleh e

yang berkepentingan, terutama para pemegang hakaaiah.

b) Asas aman, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa
pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara tkln
cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan
kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftareh teu

sendiri.
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c) Asas terjangkau, dimaksudkan keterjangkauan balgakpi
pihak yang memerlukan, khususnya dalam memperimatika
kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah.
Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggara
pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh phak yang
memerlukan.

d) Asas mutakhir, dimaksudkan kelengkapan yang memadai
dalam pelaksanaannya dan berkesinambungan dalam
pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus mudan
keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kban
mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan ggagdit
dikemudian hari.

e) Asas terbuka, dimaksudkan data yang tersimpan ditdfa
Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyatardjEpdan
masyarakat dapat memperoleh keterangan mengeaayaiad

benar setiap saat.

b. Obyek Pendaftaran Tanah

Obyek pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalasal PePP
Nomor 24 Tahun 1997, meliputi:

1) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak ntigg guna
usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;

2) Tanah hak pengelolaan;

3) Tanah wakaf;

4) Hak milik atas satuan rumah susun;

5) Hak tanggungan;

6) Tanah negara.

Berbeda dengan obyek-obyek pendaftaran tanah gamganah
negara pendaftarannya dilakukan dengan cara meikéakbidang
tanah yang bersangkutan dalam daftar tanah. Uranéht negara
tidak disediakan buku tanah dan karenanya jug taigerbitkan
sertipikat. Sedangkan obyek pendaftaran tanah Yaimgdidaftar
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dengan membukukannya dalam peta pendaftaran dam tauah
serta menerbitkan sertipikat sebagai surat tank baknya.’

c. Tujuan dan Fungsi Pendaftaran Tanah
Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur datesal B PP

Nomor 24 Tahun 1997, adalah sebagai berikut:

1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungakuim
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuatn
susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengatah dapat
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang hgksiéan,;

2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan termasuk Pemerintah agar denganhmuajzat
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakéuagten
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuanrsainaah
susun yang sudah terdaftar;

3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi di bgdpertanahan.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa flerata

tanah atau pendaftaran hak atas tanah akan membkibat

diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yamgn disebut
sertipikat tanah kepada pihak yang bersangkutarg yaerlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak tateh yang
dipegangnya itu. Disinilah letak hubungan antar&sud dan tujuan
pendaftaran tanah dengan maksud dan tujuan UUH®A yeenuju
cita-cita adanya kepastian hukum berkenaan dengérhdk atas
tanah yang umumnya dipegang oleh sebagaian bedyatra

Indonesia.

d. Kegiatan Pendaftaran Tanah
Kegiatan pendaftaran tanah merupakan realisasih saddu

tujuan UUPA. Tugas untuk melakukan pendaftaran itapada

"Harsono (b)pp.cit., him. 476-477.

Universitas Indonesia

Pembatalan sertifikat..., Diana, FH Ul, 2012.



22

prinsipnya dibebankan kepada pemerintah dan paralibeanah

yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan haknya.
Sertipikat hak atas tanah sebagai hasil akhir prpsedaftaran

tanah berisi data fisik dan data yuridis. Datekfeilalah keterangan
mengenai letak, batas, luas bidang tanah dan satuaah susun
yang didaftar, termasuk keterangan mangenai adasygunan atau
bagian bangunan diatasnya. Sedangkan data yuriislah

keterangan tentang status hukum bidang tanah damansaumah

susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak-ak fpain, serta
hak-hak lain yang membebaninya. Dengan sertipiaaat, maka
kepastian yang berkenaan dengan jenis hak atabntgaasubyek
hak dan obyek haknya menjadi nyata. Oleh karenaliihandingkan

dengan alat bukti tertulis lainnya, sertipikat npakian tanda bukti
hak yang kuat. Artinya harus dianggap benar sanugepat

dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan buktigykin.

Lingkup pekerjaan pendaftaran tanah meliputi:

1) pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah yang
menghasilkan peta-peta pendaftaran dan surat-skat Dari
peta pendaftaran dan surat ukur dapat diperoleraskiep
mengenai letak, batas dan luas tanah yang bersamgku

2) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan Hakehsebut.
Termasuk dalam kegiatan ini adalah pendaftarangaoatatan
hak-hak lain, baik hak-hak atas tanah maupun hakgn, serta
beban-beban lainnya yang membebani hak-hak atab tzng
didaftar itu. Selain mengenai status tanahnya, gfée@n ini
memberikan keterangan tentang subyek haknya, ya#pa
yang berhak atas tanah yang bersangkutan;

3) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang merRastal 19
ayat (2) UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yarag, yaitu

sertipikat®

8 Effendi Perangin (a)Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang
Praktisi Hukum, Cet. 4, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Juni)l 9. 97.
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Berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 24 Tahun 1997 pekdsa
pendaftaran tanah meliputi, kegiatan pendaftaramahtauntuk
pertama kali dan pemeliharaan data pendaftarahtana
1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mglip

a) pengumpulan dan pengolahan data fisik;

b) pembuktian hak dan pembukuannya;

C) penerbitan sertipikat;

d) penyajian data fisik dan data yuridis;

e) penyimpanan daftar umum dan dokumen.

2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah ntielipu
a) pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;

b) pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah &inny

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali beitsei atas,
dilaksanakan melalui dua cara, yaitu:

1) Pendaftaran tanah secara sistematik, yaitu keg@¢adaftaran
tanah untuk pertama kali yang dilakukan secarantateyang
meliputi semua obyek pendaftaran yang belum didafédam
wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahand&ftaran
tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakaserintah
berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka pargjang
tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah ydietapkan
oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional.

2) Pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu kegiagagtaran
tanah untuk pertama kali mengenai suatu atau bederhyek
pendaftaran tanah dalam wilayah suatu desa/kelnrakaara
individual atau masal. Pendaftaran tanah secaraadigo
dilaksanakan atas permintaan atau inisiatif damifie tanah

secara masal dengan biaya dari pemilik tanah ftdise’

° Adrian Sutedi (b)Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas
Tanah, (Jakarta: Cipta Jaya, 2006), him. 29.

Universitas Indonesia

Pembatalan sertifikat..., Diana, FH Ul, 2012.



e.

24

Sistem Pendaftaran Tanah

Sistem pendaftaran tanah yang dipakai disuatu aegar

tergantung pada asas hukum pendaftaran tanah steamgpublikasi

yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftanaah taleh

negara yang bersangkutan.

Terdapat dua macam sistem pendaftaran tanah, yaitu:

1) Sistem pendaftaran akteegistration of deeds);

2) Sistem pendaftaran hakegistration of title).

Persamaan dari kedua sistem pendaftaran terseblahadbaik
dalam sistem pendaftaran akta maupun sistem panaafthak,
setiap pemberian atau menciptakan hak baru senmténgahan dan
pembebanannya dengan hak lain harus dibuktikanatiesigatu akta.
Dalam akta tersebut dimuat data yuridis tanah yeergangkutan,
antara lain perbuatan hukumnya, haknya, penerirkaylaadan hak
apa yang dibebankan. Dalam kedua sistem pendatensebut, akta
merupakan sumber data yuridis. Sedangkan perbed@arkedua
sistem pendaftaran tersbut adalah:

1) pada sistem pendaftaran akta, pendaftaran berartdaftarkan
peristiva hukumnya, yaitu peralihan haknya dengama c
mendaftarkan akta. Akta itulah yang didaftar oledjapat
pendaftaran tanah yang bersifat pasif. la tidak akédan
pengujian kebenaran data yang disebut dalam aktadidaftar.

2) pada sistem pendaftaran hak, pemegang hak yangfteerd

adalah pemegang hak yang sah menurut hukum, sehingg

pendaftaran berarti mendaftarkan status seseorafggai

pemegang hak atas tanah. Setiap penciptaan hak dzaru

perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubaha

kemudian, juga harus dibuktikan dengan suatu &ddtapi dalam
penyelenggaraan pendaftarannya bukan akta yandftatida
melainkan haknya yang diciptakan dan perubahanspbannya
kemudian. Akta hanya merupakan sumber datanya.nbDala

sistem pendaftaran hak, pejabat pendaftaran tagsifdi akiif.
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Sebelum dilakukan pendaftaran hak oleh pejabat gitardn
tanah dilakukan pengujian kebenaran data yang dimiai@am
akta yang bersangkutan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa sistedafparan
tanah berkaitan dengan kegiatan publikasi berupg/gpan data
yang dihimpun secara terbuka bagi umum di KantataRehan,
berupa daftar-daftar dan peta, sebagai informagi benum yang
akan melakukan perbuatan hukum menganai tanah tgadgftar.
Sejauh mana orang boleh mempercayai kebenaran yhaig
disajikan dan sejauh mana hukum melindungi kepgatinorang
yang melakukan perbuatan hukum mengenai tanah pakgya
sudah didaftar, tergantung pada sistem publikasg ydigunakan
dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh negang
bersangkutan. Secara umum dikenal dua sistem psblikaitu
sistem publikasi negatif dan sistem publikasi sk
1) Sistem Publikasi Negatif

Dalam pendaftaran tanah yang menggunakan sistem
publikasi negatif, negara hanya bersifat pasif mere apa
yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendafta@ah
karena itu, sewaktu-waktu dapat digugat oleh ogeamgy merasa
lebih berhak atas tanah itu. Pihak yang mempenaehh dari
orang yang sudah terdaftar tidak dijamin, walaupdia
memperoleh tanah dengan itikad baik. Hal ini berakalam
sistem publikasi negatif keterangan-keterangan yangantum

di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harusirdde

sebagai keterangan yang benar selama dan sepditjakgda

alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya. Dengan
demikian, pendaftaran tanah dengan sistem publikagatif

tidak memberikan kepastian hukum kepada orang jendgftar

% Harsono (b)pp.cit., him. 76-80.
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sebagai pemegang hak karena negara tidak menjabenéran
catatan yang disajikan.

Dalam sistem publikasi negatif berlaku asas yarkgrdil
sebagainemo plus juris, artinya bahwa orang tidak dapat
menyerahkan atau memindahkan hak melebihi apa yang
dimilikinya. Data yang disajikan dalam pendaftardengan
sistem publikasi negatif tidak boleh begitu sajpedcaya
kebenarannya. Negara tidak menjamin kebenaran ykatg
disajikan. Walaupun sudah melakukan pendaftarambpg
selalu masih menghadapi kemungkinan gugatan danigoyang
dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak yang
sebenarnya* Subyek hak yang merasa mempunyai hak atas
tanah masih dapat mempertahankan haknya dengan cara
melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang namanya
terdaftar dalam buku tanah. Oleh karena itu, asa® plus
juris memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak
yang sebenarnya, terhadap tindakan pihak lain yang
mengalihkan  haknya tanpa sepengetahuannya. Dengan
demikian, dapat disimpulkan kelebihan dan kelemaban
sistem publikasi negatif, adalah sebagai berikut:

a) kelebihan sistem publikasi negatif

1) pemegang hak sesungguhnya terlindungi dari pihak

yang tidak berhak atas tanahnya,;

i) adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum penerbita

sertipikat;

lii) tidak ada batasan waktu bagi pemilik tanah

sesungguhnya untuk menuntut haknya.
b) kelemahan sistem publikasi negatif
i) tidak ada kepastian atas keabsahan sertipikatn&are

setiap saat dapat atau mungkin saja digugat dan

1 bid. him. 81-82.
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dibatalkan jika terbukti penerbitan sertipikat edrst
tidak sah;

i) peranan Pejabat Pendaftaran Tanah bersifat pasik t
menjamin kebenaran data yang tercantum dalam
sertipikat;

2) Sistem Publikasi Positif

Dalam pendaftaran tanah yang menggunakan sistem
publikasi positif, orang yang mendaftar sebagai ¢geng hak
atas tanah tidak dapat diganggu gugat lagi hakbgtam sistem
ini, negara sebagai pendaftar menjamin bahwa ptrdafyang
telah dilakukan adalah benar. Konsekuensi dari gemgan
sistem ini adalah bahwa dalam proses pendaftarahayas
benar-benar ditelit, bahwa orang yang mengajukan
pendaftarannya memang berhak atas tanah yang aticit
tersebut, dalam arti ia memperoleh tanah ini derggn dari
pihak yang benar-benar berwenang memindahkan hakatah
tersebut dan batas-batas tanah tersebut adalaln bdanya.
Negara menjamin kebenaran data yang disajikaner8ishi
mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan joelavu
ungkapan title by registration” (dengan pendaftaran diciptakan
hak), pendaftaran menciptakan suatndé&feasible title” (hak
yang tidak dapat diganggu gugat) damhe” register is
everything” (untuk memastikan adanya suatu hak dan pemegang
haknya cukup dilihat buku tanahnya).

Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem
pendaftran hak, sehingga mutlak adanya registarkatiu tanah
sebagai bentuk penyimpanan dan penyajian dataiywsatta
sertipikat hak sebagai surat tanda bukti hak. Dakistem
pendaftaran hak, pejabat pendaftaran tanah mengadak
pengujian kebenaran data sebelum membuat buku tserdd
melakukan pengukuran dan pembuatan peta. Sisteiikgmib

positif ini akan menghasilkan suatu produk hukumgydijamin
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kebenarannya oleh pemerintah, oleh karena itu tidaa

diganggu gugat. Sehingga dapat disimpulkan kelebidan

kelemahan dari sistem publikasi positif, adalaragebberikut:

a) kelebihan dari sistem publikasi positif, yaitu:

1) adanya kepastian hukum bagi pemegang sertipikat;

i) adanya peranan aktif Pejabat Pendaftaran Tanah;

iii) mekanisme penerbitan sertipikat dapat dengan mudah
diketahui publik.

b) kelemahan dari sitem publikasi positif, yaitu:

1) pemilik tanah yang sesungguhnya akan kehilangan
haknya, karena tanah tersebut telah ada sertipikast
nama pihak lain yang tidak dapat diubah lagi;

i) peranan aktif Pejabat Pendaftaran Tanah memerlukan
waktu dan prasarana yang mahal;

Dalam praktik, baik sistem publikasi positif maupsistem
publikasi negatif tidak pernah digunakan secara nmuSistem
publikasi positif memberi beban yang terlalu bedtapada negara
sebagai pendaftar. Apabila ada kesalahan dalamafiareh, negara
harus menanggung akibat dari kesalahan itu. Dalamurh
pendaftaran tanah hak barat, dahulu ada dikenagsebembaga
acquisitive verjaring yang dapat mengakhiri kelemahan sistem
publikasi negatif. Akan tetapi lembaga ini sudateki berlaku lagi
seiring dengan tidak adanya lagi tanah-tanah ha#t lsn dengan
dicabutnya pasal UUPA. Lembaga yang dapat menggeantidalah
lembaga yang dikenal dengan sebutesthtsverwerking yang
dituangkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 74897 untuk
memberikan perlindungan dan kepastian hukum keppdea

pemegang sertipikat.

12 Sutedi (a)op.cit., him. 114.

Universitas Indonesia

Pembatalan sertifikat..., Diana, FH Ul, 2012.



29

Pendaftaran Tanah di Indonesia

Mengenai sistem pendaftaran tanah yang berlakmdbnesia,
dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya menuprofesor
Budi Harsono, menurut beliau sesungguhnya pendafttanah di
negara kita berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPAujbart untuk
menjamin kepastian hukum, tetapi dalam hal ini disona@kan bukan
menggunakan apa yang disebut sistem publikasiipdsétentuan
tersebut tidak memerintahkan dipergunakannya sisteositif,
karena sertipikat sebagai surat tanda bukti hakg yditerbitkan
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan tida&ifat mutlak.
Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum PP NomdoiT&hun
1997, bahwa pihak lain yang merasa memiliki tanabatl menuntut
orang yang namanya tercantum dalam sertipikat dakakiu 5
(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itaddpendaftaran hak
yang diatur dalam peraturan pemerintah ini tidakfaktlak, karena
orang yang namanya terdaftar dalam suatu buku tarddk
mengakibatkan orang yang sebenarnya berhak atad takan
kehilangan haknya. Bahwa sistem yang dipergunakéand UUPA
bukanlah sistem negatif yang murni, melainkan sistegatif yang
bertendensi positif. Pengertian negatif disini abal bahwa
keterangan-keterangan yang ada tersebut, jikadenydak benar
masih dapat diubah atau diperbaiki.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Profesor Arie S.
Hutagalung, yang mengemukakan bahwa sistem perataftanah
negatif dengan tendensi positif inilah yang dit&eap saat ini, jadi
sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh t&arBadan
Pertanahan Nasional dapat saja digugat keabsahadaggan
mengajukan gugatan ke pengadilan dan hakim dapatbatalkan
sertipikat tersebut, jadi sertipikat hak atas tahahya sebagai alat
bukti yang kuat, bukan alat bukti yang mutlak. Adaptendensi
positif dalam pendaftaran tanah menurut PP Nomordiun 1961

yang telah disempurnakan oleh PP Nomor 24 Tahu? i&8&tang
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Pendaftaran Tanah dalam wujud adanya upagentradictoir
delimitation”, yaitu upaya mengurangi sengketa mengenai (tanda)
batas-batas tanah, dimana petugas Kantor BadaranBkan
Nasional aktif melibatkan para pihak pemilik tangng letaknya
berbatasan untuk menentukan tanda bé&tas.

Demikian pula dalam penjelasan umum PP Nomor 24uffah
1997 ditegaskan bahwa dalam pendaftaran tanalensigtiblikasi
yang digunakan adalah sistem publikasi negatif ptetgang
mengandung unsur positif, karena akan menghasitkaat-surat
tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktiag kuat. Hal
ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 19 ayph(2uf c UUPA,
yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah meliputibpgan
surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebalgaipembuktian
yang kuat.

Sedangkan sistem pendaftaran tanah yang digunattalaha
sistem pendaftaran hakrégistration of titles’) yang tampak dari
adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuayuiddss dan
data fisik yang dihimpun dan disajikan serta ditkemnya sertipikat
sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar. Peodouklalam buku
tanah serta pencatatannya pada surat ukur dangbidaahnya yang
diuraikan dalam surat ukur , secara hukum telabftid menurut PP
Nomor 24 Tahun 1997.

3. Sertipikat Hak Atas Tanah

a. Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah
Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah adsdahpikat
hak atas tanah. Sesuai dengan Pasal 13 PP Nombahl® 1961,
yang dimaksud dengan sertipikat adalah surat thn#ét hak yang

13 Arie S. HutagalungTebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah., (Jakarta:
Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), [87#398.
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terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukuredilsampul dijahit
menjadi satu yang bentuknya ditetapkan oleh Menggraria.
Sedangkan dalam Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Th89n
dijelaskan bahwa sertipikat adalah surat tanda ibuidk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) WUPA untuk
hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hidgkatas satuan
rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masidghs
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Secaum Pasal
19 ayat (2) UUPA juga menjelaskan bahwa pendaftaearah
meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak parsertipikat
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.itialitegaskan
pula dengan Penjelasan Umum Bab IV alinea 2 UUPAgya
menyatakan bahwa, Pasal 23, Pasal 32 dan PasdJBA ditujukan
kepada para pemegang hak yang bersangkutan, devadaud agar
mereka memperoleh kepastian tentang haknya ituarggdn Pasal
19 UUPA ditujukan kepada pemerintah sebagai sunsinuksi agar
seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaranhtgaag bersifat
“rechts-kadaster”, artinya yang bertujuan menjamin kepastian
hukum. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapailedtakan bahwa
sertipikat merupakan surat tanda bukti hak atasahtarsuatu
pengakuan dan penegasan dari negara terhadap paagusnah
secara perorangan atau bersama atau badan hukwmngaranya
tertulis didalamnya dan sekaligus menjelaskan lpkgambar,
ukuran dan batas-batas bidang tanah tersebut.

Sertipikat tanah memiliki banyak fungsi, antara lsgebagai alat
pembuktian yang kuat. Inilah fungsi yang palingn#asebagiamana
disebut dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Sesgpatau suatu
badan hukum akan lebih mudah membuktikan dirinybagei
pemegang hak atas suatu bidang tanah tersebutnbit@anya
tercantum dalam sertipikat itu, serta dapat memkaktmengenai
keadaan-keadaan dari tanahnya itu, misalnya lustsisibatasnya,
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bangunan-bangunan yang ada, jenis haknya, bebamheng ada
pada hak atas tanah itu dan sebagainya.

b. Kepastian Hukum Sertipikat Yang Dinyatakan Cacat Hukum
Sertipikat adalah tanda bukti hak atas tanah. Kaabs dari
sertipikat ini dapat dilihat dari beberapa halfyai
1) sertipikatnya sah dalam arti sesuai dengan ketentan
membuktikan hak yang sah pula;
2) sertipikatnya sah dalam arti sesuai dengan ketenakan tetapi
hak dibuktikan tidak sah;
3) sertipikatnya tidak sah dalam arti tidak dibuatusesdengan
ketentuan tetapi membuktikan hak yang sah;
4) baik sertipikat maupun haknya, kedua-duanya tiddk s
Semua keterangan yang tercantum dalam sertipil&apunyai
kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagarangan
yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang tdaeanbuktikan
sebaliknya. Kalau ternyata apa yang termuat didatsmrtipikat
terdapat suatu kesalahan, maka diadakan perubamapednbetulan
seperlunya. Dalam hal ini yang berhak mengadakambptuilan itu
bukan pengadilan, melainkan Badan Pertanahan Ndsgmbagai
instansi yang membuatnya. Pihak yang merasa dmuoghkarena
kesalahan dalam sertipikat itu, mengajukan permahonntuk
perubahan atas sertipikat dimaksud, dengan melkamiPutusan
Pengadilan yang menyatakan tentang adanya kesalahaksud*
Walaupun fungsi utama sertipikat hak atas tanakabdsebagai
tanda bukti hak, tetapi sertipikat bukan satu-sgualat bukti hak
atas tanah. Hak atas tanah seseorang masih murdgat
dibuktikan dengan alat bukti lain, misalnya sakdiss, akta jual
beli, surat keputusan pemberian hak dan lain-ldamun sertipikat

memiliki perbedaan dengan alat bukti lainnya kareseatipikat

% Sutedi (b)op.cit., him. 27.
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ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan sebkgabukti

yang kuat. Kuat dalam hal ini berarti selama titxklapat alat bukti
lain yang membuktikan ketidakbenarannya, maka &ag@an yang
ada dalam sertipikat harus dianggap benar dendahk pierlu bukti
tambahan. Sedangkan alat bukti lain itu hanya diapgsebagai
bukti permulaan dan harus dikuatkan oleh alat Hakii

Bila kepada hakim ditunjukkan sertipikat hak atasah, maka
hakim harus menerima keterangan dalam sertipikaglbeit sebagai
keterangan yang benar apabila tidak dapat dibuktdengan alat-
alat bukti lain, bahwa keterangan dalam sertipikatsalah atau
palsu. Akan tetapi apabila kepada hakim ditunjukkaisalnya akta
jual beli sebagai tanda bukti hak seseorang atehianaka hakim
harus diyakinkan oleh alat bukti lain seperti sadedtsi, kuitansi dan
lain-lain, bahwa seseorang itu benar berhak ateshtau.*

Seseorang yang namanya tercantum di dalam settipakaatas
tanah, bukanlah berarti absolut menjadi pemilikatartersebut
apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleakpi&in. Dengan
demikian, berdasarkan sistem pendaftaran tanah jenigku di
negara Indonesia, apabila ada pihak yang merasailchn atas
diterbitkannya suatu sertipikat atas suatu bidamgh, maka pihak
yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukanatauog
pembatalan terhadap sertipikat tersebut.

Para pemilik tanah baik perorangan maupun institdiggmin
kepemilikan tanahnya apabila memiliki sertipikatk hatas tanah.
Sedangkan bagi para pemilik tanah girik, menurutkuhu
pertanahan, pemegang girik asli diakui oleh hukwiagai bukti
kepemilikan dalam rangka pembuatan sertipikat htds danah
sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2MoRfor 24

Tahun 1997. Girik merupakan bukti pembayaran pajas tanah

!5 Effendi Perangin (b)Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah, Cet. 2, (Jakarta:
CV. Rajawali, 1990), him. 1-2.
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sebelum berlakunya PP Nomor 10 Tahun 1961 dan bukan
merupakan bukti hak yang berlaku sebagai alat pktaouyang
kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan dalamdwgdi sengketa
kepemilikan tanah antara pemegang girik dan skdiphak atas
tanah atas bidang tanah yang sama, maka pemitipikat hak atas
tanah haruslah diakui kepemilikannya sampai daphtktkan
sebaliknya. Apabila ada pihak lain yang merasa defpula atas
tanah tersebut, maka ia harus membuktikannya walaupukti
kepemilikannya adalah surat girik. Menurut hukunataggemegang
surat girik telah diakui bahwa ia sebagai pemibkah tersebut.
Secara administratif dan formalitas, pengakuarekbers dikuatkan
dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanals a@ma yang
bersangkutan.

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat berakibda pa
pembatalan hak atas tanah. Berdasarkan Pasal a0glayeraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan ddaki
(PMNA/KBPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CarePerian
dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan
(PMNA/KABPN Nomor 9 Tahun 1999), pembatalan haksatmah
meliputi:

a) pembatalan keputusan pemberian hak;

b) pembatalan sertipikat hak atas tanah;

c) pembatalan keputusan pemberian hak dalam ranglgapsgan
penguasaan tanah.

Sedangkan alasan penerbitan pembatalan hak atals tarsebut

karena:

a) adanya cacat hukum administratif dalam penerbitgoutusan
pemberian hak dan/atau sertipikat hak atas tanahnya

b) melaksanakan keputusan pengadilan yang telah heataak
hukum tetag?®

6 Badan Pertanahan NasiondPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah,
PMNA Nomor 9 Tahun 1999, bab VI.
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Definisi cacat hukum administratif menurut Pasal 7 10

PMNA/KABPN Nomor 9 Tahun 1999 ditentukan karenara@ahal-

hal sebagai berikut:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

kesalahan prosedur;

kesalahan dalam penerapan undang-undang;
kesalahan subyek hak;

kesalahan obyek hak;

kesalahan jenis hak;

kesalahan perhitungan luas;

terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

data yuridis atau data fisiknya tidak benar; atau

karena kesalahan lainnya yang bersifat hukum midtratif.

Pembatalan hak atas tanah yang disebabkan kareahcgkum

tersebut tentunya dilakukan setelah melalui tahephuktian yang

diajukan oleh para pihak di persidangan mengenkidias tanah

tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1866 Kitalabg-Undang

Hukum Perdata bahwa pembuktian atas suatu hak dépaditikan

dengan alat bukti yang terdiri atas:

a)
b)
c)
d)
€)

alat bukti tertulis;

alat bukti saksi-saksi;
alat bukti persangkaan;
alat bukti pengakuan;
alat bukti sumpafy’

sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kinalang-
Undang Hukum Perdata, alat bukti hak tersebut ddpgainakan

untuk:

1) mendalilkan mempunyai sesuatu hak;

2) meneguhkan haknya sendiri;

3) membantah suatu hak orang lain;

4) menunjuk pada suatu peristiwa hukum tertefitu.

7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diteriemahkan oleh
Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 34., (Jakarta: Ps@dParamita, 2004), ps. 1866.
18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]op.cit., ps. 1865-1866.
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Alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dalam uhuk
pertanahan sangat berperan untuk memberikan kepdstkum dan
perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suaangitanah,
satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdafjar dengan
mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegatkg yhag

bersangkutan.

4. Pembatalan Hak Atas Tanah

Pembatalan pada dasarnya adalah suatu perbuatgn bgatujuan
untuk memutuskan, menghentikan atau menghapuslsaratsehubungan
hukum. Hukum mengenal ajaran kebatalawetigheid, nulliteit) yang
terdiri dari:

1) Kebatalan mutlak atau kebatalan demi hukumpuysguatu perbuatan
harus dianggap batal meskipun tidak diminta oledua pihak atau
tidak perlu dituntut secara tegabgolute nietigheid).

2) Kebatalan nisbi adalah suatu kebatalan perbuetag terjadi apabila
diminta oleh orang tertentu. Jadi syarat bagi or&rtentu untuk
memohon atau menuntut secara tegaat{ef nietigheid). Biasanya
tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak kameseat hukum
antara lain berupa paksaan, kekeliruan, penipuam lda-lain.
Kebatalan nisbi ini terbagi menjadi 2 macam:

a) atas kekuatan sendimig¢tig van rechtswege), dimana kepada
hakim dimintakan agar menyatakan batal, misalnyeyzgan
tersebut dikemudian hari ternyata mengandung cacat;

b) dapat dibatalkan vérnietigbaar) dimana hakim akan
membatalkan apabila terbukti perbuatan tersebutantggg hal-
hal yang menyebabkan batal, misalnya karena paksaan
kekeliruan, penipuan dan lain-lain.

Menurut Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 Kiwalargj-Undang

Hukum Perdata, suatu persetujuan mengakibatkan | bapabila
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mengandung paksaan, penipuan, kekhilafan, ketittakem pembuatnya

dan tanpa sebab (kausa yang halal).

Dengan diberikannya hak atau diperolehnya hak taash kepada
seseorang, maka terjalinlah hubungan hukum antamegang hak
tersebut dengan tanahnya. Perolehan hak itu selaghat dibedakan dalam
hal:

1) Orang tersebut memperoleh haknya secdginair, misalnya karena
okupasi, membuka hutan, pemberian hak dari penaérirdan
sebagainya;

2) Pemberian dengan caderivatief, yaitu yang memperoleh haknya
karena peralihak hak, misalnya dengan jual betartunenukar, hibah
dan lain-lain®
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPA yang membernieamenang

hak menguasai Negara terhadap bumi, air dan ruaggaaa termasuk

tanah, tersirat di dalamnya mengatur hubungan hudeseorang terhadap
tanah yang dalam hal ini adalah termasuk pemutimdungan atau
pembatalan hak seseorang atas tanah.

Secara umum UUPA menentukan bahwa sesuatu hakaatss akan
hapus apabila:

1) berakhir jangka waktu haknya,

2) dibatalkan, disebabkan suatu syarat tidak dipeoleh pemegang hak
atas tanah tersebut;

3) dicabut haknyaofiteigening);

4) secara sukarela dilepaskan oleh pemegang haknya.
Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelubaiysa menurut

UUPA dan PP Nomor 10 Tahun 1961 maupun PP Nomdrabtin 1997,

sistem pendaftaran tanah yang dianut dalam huknahtaasional adalah

stelsel negatif yang mengandung unsur positif. 8laih stelsel nagatif
dengan unsur positif ini mengandung pengertian batamda bukti hak

(sertipikat) yang dimiliki seseorang belum menukpik orang tersebut

sebagai pemegang hak yang sebenarnya. Dengan gaerkktin tanda

9 Rusmadi MuradPenyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Cet.1. (Bandung: Alumni,
1991), him. 28-30.
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bukti terkuat atas tanah oleh sertipikat tersebetias waktu dapat
dibatalkan apabila ternyata ada pihak lain yangatdaembuktikan secara
hukum bahwa ia adalah pemilik yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan badwatu hak atau
suatu perbuatan hukum yang tidak sah berakibat sanala bukti hak
tersebut dinyatakan batal demi hukum atau dapatalian.

Menurut Pasal 1 angka 14 PMNA/KBPN Nomor 9 Tahur99l9
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan HakTAteh Negara dan
Hak Pengelolaan, pembatalan hak atas tanah adamabgpalan keputusan
pemberian hak atas tanah atau sertipikat hak ateh tkarena keputusan
tersebut mengandung cacat hukum administrasi dptrerbitannya atau
untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telahponeyai kekuatan
hukum tetap. Dengan demikian yang dibatalkan bui@natas tanahnya
tetapi Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakitditék atas tanah
yang ada menurut ketentuan UUPA menjadi batal fnagaus.

Menurut Sub Direktorat Penerangan dan Penyuluharekidirat
Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional, BadatanBhan
Nasional berwenang untuk melakukan pembatalan ke t@anah yang
merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengaktatas tanah yang
disebabkan surat keputusan pemberian hak dan/atépilat hak atas
tanah yang merupakaréschikking” atau keputusan pejabat Tata Usaha
Negara yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertandiasional atau
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengandcagat dan
merugikan salah satu pihak tertentu. Dasar hukumekangan untuk
melakukan pencabutan atau pembatalan Surat Keputliata Usaha
Negara dibidang pertanahan oleh Kepala Badan Rdx@an Nasional
berdasarkan adanya cacat hukum atau administrdsiain penerbitannya
adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Penatudasar

Pokok-Pokok Agraria;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tenRerggdaftaran

Tanah;

Universitas Indonesia

Pembatalan sertifikat..., Diana, FH Ul, 2012.



39

3) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentargbBntukkan
Badan Pertanahan Nasional;

4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadataRahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan da
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah &legar

5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadataRahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara PemberianPé@ambatalan
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Lebih jelas lagi dalam Peraturan Presiden Repuhtbnesia Nomor
10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasiornailr diahwa dalam
melaksanakan tugasnya Badan Pertanahan Nasionaljalamian
fungsinya antara lain pembatalan dan penghentibarigan hukum antara
orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesugarddtetentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktek, pihak yang merasa dirugikan mengajukeberatan
langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasiomahikizan pula
dengan permohonan pembatalan sertipikat hak atab tgang didasarkan
adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatamrhtetap diajukan
oleh yang bersangkutan kepada Kepala Badan Pea@ardasional atau
melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamaghtempat dan
diteruskan melalui Kepala kantor Wilayah Badan @&®whan Nasional
Provinsi yang bersangkutaf.

Syarat batal atau dibatalkannya suatu hak, padakh&kya dapat
dikelompokkan (klasifikasi) menjadi 3 hal, yaitu:

1) Syarat yuridis, adalah adanya alasan hukum yeumgup, yang
mengharuskan hak yang bersangkutan batal atauatkéat Syarat
yuridis ini berupa data yang membuktikan tidak a@ahubungan
hukum yang sah antara subyek dengan tanah tersebenarnya tidak
ada hubungan sama sekali, atau ada pihak lain lgaiigberhak atau

ada pihak lain yang sama-sama mempunyai hak (hakima).

2 Ali Achmad ChomzahHukum Pertanahan: Seri Hukum Pertanahan 111 Penyelesaian
Sengketa Hak Atas Tanah, Seri Hukum Pertanahan |V Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah,
Cet. 1, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003, him. 28-30
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Syarat teknis, adalah syarat yang menunjukkbwaabyek hak yang
ditunjuk jelas, spesifik dan unik. Jelas menunjukketak dan batas-
batasnya, spesifik menunjukkan satu-satunya hulundangan
pemegang hak dan unik menunjukkan bahwa bidand téaraebut
adalah satu-satunya di dunia. Apabila salah sgtudsai ketiga hal
tersebut tidak ada, maka sudah cukup alasan pelabataknya.
Syarat administratif, adalah bukti surat yangadalijadikan dokumen
dari syarat yuridis maupun teknis tersebut, yaimatssurat yang
membuktikan bahwa hak atas tanah yang dimaksudmdalarat
tersebut. Selain bukti-bukti tersebut, dalam peromaim pembatalan
perlu pula disertai dengan bukti-bukti pendukungnindstratif yang
lain, yaitu berkaitan dengan pemohon pembatalan.

Hak atas tanah sebagai produk yuridis, di dalantegiait berbagai

aspek yang melahirkan atau meneguhkan eksistensi ates tanah

tersebut. Hal ini dapat dilihat dari alas hak ekesisi hak yang

bersangkutan, yaitu berkaitan dengan:

1)
2)
3)
4)
5)

kebenaran materiil alas hak;

kebenaran proses hak;

kebenaran penerapan peraturan perundang-undangan
kebenaran penyajian data;

kebenarann formal produk-produk yang ditentukan.

Kelima aspek ini berkaitan dengan keabsahan prddium dibidang

hak-hak atas tanah, yang merupakan dasar dariggupesmbatalan suatu

hak atas tanah.

Tata cara pembatalan hak atas tanah dapat dilakidagan 2 cara

yaitu:

1) Langsung

Tata cara pembatalan secara langsung yaitu, patababak yang
dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan tanpa nggukeputusan
pejabat Tata Usaha Negara terlebih dahulu. Daldninhdilakukan

apabila hak atas tanah yang bersangkutan batal lighkam. Adapun
dasar pembatalan disebabkan subyek hak sudah trakenuhi
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syarat lagi sebagai pemegang hak serta disebabkahrtya musnah.
Dengan demikian apabila terdapat kondisi seperti maka
pembatalan hak dapat langsung dilakukan.

2) Tidak Langsung
Pembatalan hak ini baru dapat dilakukan setelathapat putusan
pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenaygag
membatalkan hak dimaksud. Hal ini dilakukan apatstaapat cacat

yuridis maupun hasil penelitian yang seksatha.

5. Pemecahan dan Pemisahan Bidang Tanah

a. Pemecahan Bidang Tanah

Atas permintaan pemegang hak yang berangkutany bigdng
tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secarauseanpnenjadi
beberapa bagian, yang masing-masing merupakamslaitleng baru,
dengan status hukum yang sama dengan bidang tanalias Untuk
setiap bidang tanah tersebut dibuatkan surat ubuky tanah dan
sertipikat untuk menggantikan surat ukur, buku fladan sertipikat
asalnya.

Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan Refesma
Ruang yang berlaku dan tidak boleh mengakibatkadakti
terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undasgey berlaku,
misalnya ketentuan Landreform. Sepanjang menganaht pertanian
pelaksanaan pemecahan tersebut wajib memperhakkantuan
batas minimum sesuai dengan peraturan perundaragjigad yang
berlaku, yaitu Undang-Undang 56 Prp Tahun 196CatenPenetapan
Luas Tanah Pertanian.

Jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebaniTdaggungan
atau beban-beban lain yang terdaftar, pemecahabaya boleh

dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tedalispemegang Hak

2L Agus WijayantoMasalah dan Sengketa Hak Atas Tanah, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan
Latihan Badan Pertanahan Nasional, 2004), him. 61.
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Tanggungan atau pihak lain yang berwenang menygiepghapusan
beban yang bersangkutéh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 PMNA/KBPN NomoaBuh
1997, permohonan pemecahan bidang tanah yang tetdaftar,
diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengalyetmgikan
untuk kepentingan apa pemecahan tersebut dilakuldzm
melampirkan:

1) sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan;

2) identitas pemohon;

3) persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungaabilaphak atas
tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggugan.

Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah baru d
pemecahan tersebut, harus dilaksanakan dengan kagagu
Terhadap status hukum bidang-bidang tanah hasiepanan adalah
sama dengan status bidang tanah semula, dan uehdaftarannya
masing-masing diberi nomor hak baru dan dibuatkaat 2ikur, buku
tanah dan sertipikat baru, sebagai pengganti ndraky surat ukur,
buku tanah dan sertipikat asalnya. Dalam hal bidangh dibebani
dengan Hak Tanggungan, maka catatan mengenai Hadgliagan
dan beban lain yang ada pada buku tanah dan kattigsal, dicatat
kembali pada buku tanah dan sertipikat baru.

Akibat pemecahan terhadap suatu bidang tanah yasgadi
beberapa bagian, maka surat ukur, buku tanah dapilsst hak atas
tanah semula dinyatakan tidak berlaku lagi dengamaantumkan
catatan dengan kalimat “Tidak berlaku lagi karersknlya sudah
dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanaH pasiecahan
sempurna, yaitu Hak ..... Nomor ..... samapai denga (lihat buku
tanah nomor ..... sampai dengan ..... )", yang lmibu tanda tangan
Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditubgrkkut cap
dinas Kantor Pertanahan. Pencatatan pemecahan gbitmah
tersebut, dikerjakan juga dalam daftar-daftar thlan peta pendaftaran

22 Harsono (b)pp.cit., him. 528-529.
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tanah atau peta-peta lain yang ada dengan menghamisar bidang
tanah asal diganti dengan gambar bidang-bidandht@eaahannya

yang diberi nomor-nomor hak atas tanah dan sunat yskng baru.

Pemisahan Bidang Tanah

Suatu bidang tanah yang sudah didaftar dapat tiggsasebagian
atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakaendaidang baru
dengan status hukum yang sama dengan bidang tarmalias Dalam
pemisahan bidang tanah menurut Pasal 49 PP Nomdat24n 1997
dinyatakan bahwa bidang tanah yang luasnya diasefgian akan
menjadi satuan bidang tanah yang baru. Sedangk#amdpitanah
induknya masih ada dan tidak berubah identitaskg@yali mengenai
luas dan batasnya. Hal inilah yang membedakan aamgemisahan
dengan pemecahan suatu bidang tanah.

Pelaksanaan pemisahan suatu bidang tanah diatam dahsal
134 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, permohonan dikaiu
dengan menyebutkan untuk keperluan apa pemisahsebte dan
melampirkan:

1) sertipikat hak atas tanah induk;

2) identitas pemohon;

3) persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungaahilaphak atas
tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggugan,;

4) surat kuasa tertulis apabila permohonan diajukakan oleh
pemegang hak.

Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah yiarsalikan
tersebut, harus dilaksanakan pengukuran. Terhatipssbidang
tanah atau bidang-bidang tanah yang dipisahkaraladaima dengan
status bidang tanah induknya, dan untuk pendaftgeadiberi nomor
hak dan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan deatigersendiri.
Dalam hal bidang tanah dibebani dengan Hak Tanggungaka

catatan mengenai Hak Tanggungan dan beban lain gdagpada
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buku tanah dan sertipikat induk, dicatat kembatlgphuku tanah dan
sertipikat hak atas bidang tanah yang dipisahkan.

Akibat pemisahan terhadap suatu bidang tanah yaegjaah
beberapa bagian, maka surat ukur, buku tanah ddipils# yang
lama tetap berlaku untuk bidang tanah semula $etdilaurangai
dengan bidang tanah yang dipisahkan, dan pada nsumatr ukur dan
nomor haknya ditambahkan kata “sisa” dengan tintaram
sedangkan angka luas tanahnya dikurangi denganbidasg tanah
yang dipisahkan. Kemudian pada buku tanah darpsetihak atas
tanah induk dicatat adanya pemisahan tersebut, kzddan yang telah
disediakan dengan menyebutkan secara rinci masasjgn bidang
yang dipisahkan. Pencatatan pemisahan bidang tdaeebut,
dikerjakan juga dalam daftar-daftar lain dan petadaftaran tanah
atau peta-peta lain yang ada dengan menghapus gambag tanah
asal diganti dengan gambar bidang-bidang tanah gigaisphkan dan
diberi nomor-nomor hak atas tanah dan nomor slkatnya masing-

masing.

Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah

Dalam hukum tanah nasional terdapat berbagai cdatk unemperoleh
tanah yang diperlukan baik untuk keperluan pribathupun untuk
keperluan kegiatan usaha dan pembangunan. Salamyaayaitu dengan
cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Konsep dasar perolehan tanah melalui pelepasarpategerahan hak
atas tanah dilakukan melalui musyawarah berdasakiesepakatan di
antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik tamm pihak yang
membutuhkan tanah. Hal ini terlihat dari pengertip@lepasan atau
penyerahan hak atas tanah sebagaimana ditentukan Basal 1 angka 6
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentangaleag Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umurty keagiatan

melepaskan hubungan hukum antara pemegang hakiaaials dengan
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tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti aigs dasar

musyawarali® Pelepasan hak atas tanah ini hanya dapat dilakatam

dasar pesetujuan dan kesepakatan dari pihak pemebak, baik

mengenai teknik pelaksanaannya maupun mengenaidesdentuk ganti

rugi yang akan diberikan terhadap tanahnya. Dewigankian pelepasan

hak atas tanah pada dasarnya mengandung dua yeusurr,

a) adanya kesediaan pemegang hak untuk melephakaya;

b) ganti kerugian yang diberikan kepada pemegakgyang ditetapkan
atas dasar musyawarah.

Mengenai tanah-tanah yang dilepaskan haknya dardapeah ganti
rugi adalah tanah-tanah yang telah mempunyai seshakt berdasarkan
UUPA dan tanah-tanah masyarakat hukum adat. Adgpanti rugi yang
diberikan kepada pihak yang telah melepaskan halkessebut, dapat
berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembalilzatuk lain yang
disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pelepasan hak atas tanah dilaksanakan apabila ksulggag
memerlukan tanah tidak memenuhi syarat untuk memeachegang hak
atas tanah yang diperlukan sehingga tidak dapatalgh dengan jual beli
dan pemegang hak atas tanah bersedia untuk medepdskk atas
tanahnya?> Misalnya suatu badan hukum ingin memperoleh staatt,
tetapi tanah yang tersedia berstatus tanah hak, rkdrena badan hukum
tidak boleh mempunyai tanah dengan berstatus hék dan jika badan
hukum tersebut membeli tanah hak milik, maka peaalihak melalui jual
beli tersebut menjadi batal demi hukum. Hak milikngkan hapus dan
tanahnya menjadi tanah negara, sedangkan hargatgtaigdibayarkan
kepada penjual tidak dapat dituntut kembali sekat@ntan Pasal 26 ayat
(2) UUPA. Atas dasar ketentuan tersebut, agar bdus#um dapat

23 Ahmad RubaieHukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, cet.1, (Malang:
Bayumedia, 2007), him. 120-121.

24 Sunaryo Basuki, “Landasan Hukum Penguasaan daggBeaan Tanah”, Makalah,
(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 200&m. 25.

% Hutagalungpp.cit., him. 178-179.
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memperoleh tanah hak milik yang tersedia tanpamgegl@ hukum, maka
tersedia tata cara memperoleh tanah melalui pelegaek.

Pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan dengah diubawah
tangan atau akta yang dibuat di hadapan notanig ygenyatakan bahwa
pemegang hak yang bersangkutan telah melepaskarmathaktanahnya.
Akta atau surat dimaksud umumnya berjudul Akta padan Hak (APH).
APH kadang dikenal juga dengan nama Surat Pernyd&akepasan Hak
(SPPH). Sebaiknya pelepasan hak atas tanah teditakukan dengan
akta yang dibuat di hadapan notaris agar kekuatambpktiannya
sempurna dibandingkan jika dibuat secara bawah atandengan
demikian berdasarkan penjelasan di atas, APH tdiakat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti halnya Akta Joeli (AJB),
melainkan di hadapan notaris.

Dengan adanya pelepasan hak, maka tanah yang dleusam
menjadi tanah negara. Pihak yang memerlukan taeaseliut dapat
mengajukan permohonan hak atas tanah yang barwaktKPertanahan
setempat dan dibuktikan dengan penerbitan sertipiigi pemegang hak
atas tanah sebagai alat bukti yang kuat. Sehinilpgd gang bersangkutan
mendapatkan hak atas tanah sesuai ketentuan unddagg dan sesuai
keperluannya. Dalam praktiknya pihak yang memerukenah kadang
menguasakan kepada notaris untuk mengajukan pemanhbak atas

tanah yang baru ke Kantor Pertanahan setempat.

Permohonan Hak Atas Tanah

Permohonan hak adalah cara yang harus dilakukanpeagrangan,
yaitu orang sebagai individu atau badan hukum untakiperoleh sesuatu
hak atas tanah negara.

Pasal 2 ayat (1) PMNA/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999
menyatakan bahwa, permohonan hak atas tanah ddakd&lam rangka
pemberian hak atas tanah yang primer, yaitu pewrbdrak atas tanah

yang terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hakaybangunan, hak pakai
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dan hak pengelolaan. Pasal 2 ayat (2) PMNA/Kep& Blomor 9 Tahun

1999 menyatakan bahwa, pemberian hak atas tanahgaeiana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan denganté&an pemberian

hak secara individual atau kolektif secara umum.

Pengajuan permohonan hak atas tanah oleh pemoHorisertai
dengan data yuridis dan data fisik sebagai buktigpasaan tanah yang
dimohonkan. Data yuridis adalah bukti-bukti atakuloen penguasaan
tanah, sedangkan data fisik adalah Surat Ukur damateterangan
Pendaftaran Tanah atas tanah dimaksud.

Adapun data-data yang diperlukan untuk melakukamgpkonan hak
atas tanah adalah:

a. Data mengenai pemohon, adalah keterangan mang@nyek hukum
yang melakukan permohonan hak atas tanah, baikgrgyan maupun
badan hukum. Data pemohon diperlukan untuk mengetatatus
pemohon dalam hubungannya dengan status hak atas tgang
dimohon.

b. Data fisik, adalah keterangan mengenai letaktasbdan luas bidang
tanah, termasuk keterangan mengenai ada atau yaddengunan atau
bagian bangunan diatasnya. Data fisik berupa sukat atau kutipan
peta bidang.

c. Data Yuridis, adalah keterangan mengenai statkem bidang tanah,
pemegang haknya dan hak pihak lain serta bebambkia yang
membebaninya. Data yuridis dapat bermacam-macantulrga
tergantung dari status tanahnya. Untuk tanah nedata yuridis yang
diperlukan dapat berupa surat keterangan dari &egpasa atau lurah
setempat yang isinya menyatakan bukan tanah ada, keterangan
bahwa tanahnya tidak termasuk dalam buku C desadsttam peta
rincikan desa riwayat tanah, bukti perolehan tesheat surat pernyataan
penguasaan fisik oleh pemohon serta surat ketenayayag menyatakan
bahwa tanah yang dimohon dikuasai secara fisik tiidak dalam
keadaan sengketa.
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d. Data pendukung lainnya, misalnya data pendukbegupa surat
keterangan yang menyakan bahwa tanah yang dimatiak tlalam
keadaan sengketa, surat pernyataan tanah-tanah diamiik oleh
pemohon dan surat pernyataan rencana penggunaapedaamfaatan
tanah yang dimohon.

Permohonan hak yang diterima oleh Kantor Pertanatiproses
antara lain dengan penelitian ke lapangan olehtiBaemeriksa Tanah,
kemudian apabila telah memenuhi syarat maka segiengan
kewenagannya dan diterbitkan Surat Keputusan Peambdak atas Tanah
(SKPH), pemohon mendaftarkannya haknya untuk meofgdersertifikat
hak atas tanah setelah membayar uang pemasukaaskiddgara dan/atau
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHBe®arnya uang
pemasukan yang harus dibayar sesuai dengan PeraRemerintah
Nomor 42 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Peaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasgegdangkan BPHTB
yang harus dibayar mengacu pada Undang-Undang Naindahun 1997
tentang BPHTB, sebagimana telah diubah dengan yadadang Nomor
20 Tahun 2000.

Pemohon mendaftarkan haknya untuk memperoleh wattipak atas
tanah setelah membayar uang pemasukan ke Kas Ndggaedau BPHTB.
Dokumen vyang diperlukan untuk mendaftarkan Suratpukigsan
Pemberian Hak untuk memperoleh sertipikat tandai nak adalah:

a) Surat permohonan pendaftaran;

b) Surat pengantar Surat Keputusan Pemberian Hak;

c) Surat Keputusan Pemberian Hak untuk keperluan fizmnda;

d) Bukti pelunasan uang pemasukan atau BPHTB apaipiéasyaratkan;

dan

e) ldentitas pemohon.
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B. DUDUK PERKARA

1. Ringkasan Kasus

a.

Para Pihak

1) Antjin Ganton selaku Penggugat/Terbanding/Pemdfasasi;

2) Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Daldegeri, cq.
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PEMDA DKI
Jakarta) selaku Tergugat I/Pembanding I/Termohasakia

3) Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Magegraria, cqg.
Badan Petanahan Nasional, cg. Kepala Wilayah (Kaign
BPN DKI Jakarta, cg. Kantor Pertanahan Jakarta miselaku
Turut Tergugat/Pembanding Il/Turut Termohon Kasasi;

4) Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur, cq. Kepaaamatan
Ciracas selaku Tergugat I/Turut Terbanding/Turutniehon

Kasasi.

Dasar Gugatan
Perkara ini bermula dari sengketa kepemilikan t&taah bekas
milik adat yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua t&vie
Kecamatan Ciracas (dahulu Kelurahan Cipayung, KatamPasar
Rebo), Kotamadya Jakarta Timur, dengan batas-batas:
sebelah utara :Jalan Raya Ciracas;
sebelah selatan : Gang Ganton;
sebelah timur : Jalan Setapak/Perkampungan RukiamJga
002, Rukun Warga 011, Kelurahan Kelapa Dua
Wetan,;
sebelah barat : Jalan Mesjid At-Taufiq
Antjin Ganton (Penggugat) dengan surat bukti Giekier C
Nomor 229 Persil 9 Blok D.1 seluas 8.11G gang terletak di
wilayah Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kdlan Kelapa
Dua Wetan, Kecamatan Ciracas (dahulu Kelurahan yGmma

Kecamatan Pasar Rebo), Kotamadya Jakarta Timur,ilikietanah
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bekas hak milik adat tersebut, bersama denganvaris lainnya
yang diperoleh berdasarkan hak waris dari orangyaaaitu Law
Wan Lang dan istrinya Nyonya Nyimah Bule yang mersgil dan
mengelola tanah hak tersebut sejak tahun 1945.

Semasa hidupnya Law Wan Lang sampai ia meninggaiadu
menguasai dan mengelola tanah tersebut denganblegiku juga
dengan Penggugat sebagai ahli warisnya. Tanahbtersikelola
oleh Penggugat dengan menanami tanaman tua daragherb
tanaman palawija lainnya untuk memenuhi kebutuhaduph
keluarganya.

Pada tahun 1992 terjadi keributan, dimana PemériDi@erah
Khusus Ibu Kota Jakarta (PEMDA DKI Jakarta (Tergyya dan
Kepala Kecamatan Ciracas (Tergugat Il), memaksa agam
bidang tanah milik Penggugat dengan memperalat okiantara
Negara Indonsia (TNI) dan Polisi Republik Indong$l®LRI) pada
saat itu. Penggugat dengan tegas melarang dan ameaggi
tindakan Tergugat | dan Il tersebut, namun sebgéikRenggugat
diintimidasi oleh Tergugat-tergugat tersebut dengaengancam
akan diculik, dihilangkan dan sebagainya, sehirggaggugat tidak
dapat berbuat banyak kecuali mempertahankan danempii
lokasi tanah dan merawat tanaman-tanaman yangadkah

Kemudian pada tahun 1996 ternyata terbit Sertipgiait Pakali
Nomor 32/Kelapa Dua Wetan atas nama PEMDA DKI Jaksgluas
17.775 i, yang sebagian dari luas sertipikat tersebut masda
bidang tanah Penggugat yaitu untuk seluas 8.14€egara melawan
hukum, karena baik pewaris maupun Penggugat tidaekah
memberikan, melepaskan, mengalihkan atau menjonahtéersebut
kepada pihak manapun apalagi kepada Tergugat laarpada saat
ini di atas bidang tanah tersebut, telah berdimtiia Regional V
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta Timur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat melalui

Pengacaranya melakukan gugatan kepada TergugatTietgugat I
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di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, disertai denglat-alat bukti
tertulis, berupa surat-surat yang menyatakan batamah seluas
8.110 nf dengan bukti Girik/Letter C Nomor 229 Persil 9 BIb.1
yang terletak di wilayah Rukun Tetangga 002, Rukvdarga 011,
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas [(dahu
Kelurahan Cipayung, Kecamatan Pasar Rebo), Kotamddkarta
Timur dengan batas-batas tersebut di atas, ad&aér milik Law
Wan Lang ayah dari Penggugat. Tergugat | tidak taeanbuktikan
bahwa pihaknya telah menerima pelepasan atau @drgrehak dari
Law Wan Lang maupun dari Penggugat atau ahli wainsya atas
tanah hak seluas 8.110%ersebut, serta terbukti bahwa Sertipikat
Hak Pakai atas nama Tergugat | tersebut, ditenbitkalalui cara-
cara yang bertentangan dengan hukum sehinggailsatttprsebut
dinyatakan cacat hukum dan tidak dapat dijadikarktibbak
sepanjang luas tanah yang disengketakan oleh Pgaiggu

Fakta Persidangan
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persi@argan

dari keterangan para saksi serta bukti-bukti sdikétahui bahwa:

1) Penggugat adalah ahli waris dari Law Wan Lafgn] yang
mana bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Keldpaa
Wetan, Jakarta Timur, telah meninggal dunia padand967
dan juga istrinya yang bernama Nyimah Bule telaminggal
dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1941 dentgampat
tinggal terakhir di Kelurahan Kelapa Dua Wetan alakTimur;

2) Law Wan Lang (Alm) selain meninggalkan ahli isa@a juga
meninggalkan harta warisan yang diantaranya beadvajang
tanah yang salah satunya adalah sebidang tanah dykewgal
dengan Girik/Letter C Nomor 229 Persil 9 Blok Dskluas
8.110 nf yang terletak di wilayah RT/RW: 002/011, Kelurahan
Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, (dahulu Ketmra

Cipayung, Kecamatan Pasar Rebo), Jakarta Timurukunt
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selanjutnya disebut “Tanah Sengketa”) dan Tanahgi@za
tersebut dikuasai dan dikelola oleh Law Wan Langasa
hidupnya pada tahun 1940-an hingga saat ia merirtygaa
dan dilanjutkan oleh penggugat sampai dengan adgingatan

ini. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah aebegkut:

sebelah utara : Jalan Raya Ciracas;
sebelah selatan : Gang Ganton;
sebelah timur : Jalan Setapak/Perkampungan Rukun

Tetangga 002, Rukun Warga 011,

Kelurahan Kelapa Dua Wetan,;
sebelah barat : Jalan Mesjid At-Taufiq
semasa hidupnya Law Wan Lang sampai ia menirtygaa, ia
menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan Oaik,
begitu juga dengan Penggugat sebagai ahli warisayapai
dengan adanya gugatan ini. Baik pewaris maupun deejad
tidak pernah menjual, mengalihkan ataupun melepas@knah
Sengketa tersebut kepada pihak manapun;
berdasarkan data pada Kantor Inspeksi lurarbBegunan DKI
Jakarta, terbukti tercatat bahwa Tanah Sengkesarata@a Law
Wan Lang tersebut, belum ada pencoretan atau peagalama
sekali kepada pihak lain;
berdasarkan Hasil Rincikan Tahun 1950, terbukthadap
Tanah Sengketa tercatat adalah milik dan atas nawaWan
Lang, belum ada pencoretan atau peralihan kepduk pain
manapun, dan hal ini diketahui oleh Lurah Cipayapak
Moch. Sadeli;
berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor DorektJenderal
Pajak Nomor: Ris.9063/WPJ.10/K.1.1204/1980 Tanddgnaluni
1980 dan Nomor: Ris.7769/WPJ.10/K.1.2404/1979 tahd®
September 1979, terbukti diterangkan bahwa terhadaph
Sengketa tercatat adalah milik dan atas nama Law MiBag;
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10)
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berdasarkan SPPT/PBB Nomor 31.72.011.003.007-01
tercatat sebagai wajib pajak adalah Law Wan Laag Entong
Ganton (anaknya) sampai pada tahun 2001, oleh Kanto
Pelayanan PBB Jakarta Timur telah menerbitkan sumgtauan
kepada Penggugat untuk membayar pajak terhutaragkdmw
Wan Lang atau Entong Ganton (anaknya);

berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, tefatbukti bahwa
Tanah Sengketa tersebut adalah milik Penggugatyaeladuli
waris, yang belum pernah dialihkan dalam bentukpapa
kepada pihak manapun;

pada tahun 1992, Tergugat | dan Il memaksa rgamiidang
Tanah Sengketa dengan memperalat oknum TNI dan POLR
pada saat itu. Penggugat dengan tegas melarang dan
mengahalangi tindakan tergugat-tergugat tersebwmun
sebaliknya Penggugat diintimidasi oleh Tergugat gden
mengancam akan diculik, dihilangkan dan sebagassfangga
Penggugat tidak dapat berbuat banyak  keccuali
mempertahankan dan menempati lokasi Tanah Sengleata
merawat tanaman-tanaman yang telah ada;

pada tahun 1996 terbit Sertipikat Hak Pakamio 32/Kelapa
Dua Wetan atas nama Tergugat | seluas 17.775 yang
sebagian dari luas sertipikat tersebut masuk patind Tanah
Sengketa milik Penggugat yaitu untuk seluas 8.1¥Genara
melawan hukum, karena baik pewaris maupun Pengdiaigedt
pernah menjual, mengalihkan atau melepaskan Taeagk8ta
tersebut kepada pihak manapun termasuk kepadagatrgu

tidak satu pun dasar penerbitan Sertipikasetart yang
menjelaskan bahwa telah ada pembebasan, pelepasan a
peralihan dari Tanah Sengketa tersebut. Sehindas terbukti
terbitnya sertipikat tersebut adalah penuh rekayssag
tentunya bertentangan dengan hukum dan mengancacej c

hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yanggikat
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12) pada Sertipikat tersebut, pada poin C, asedilPgitu karena
“pemberian hak” sehingga terkesan adanya hibah piaak
tertentu, padahal bidang tanah tersebut adalakh taet dengan
Persil 9 Blok D.l, Tanah Sengketa Tersebut bukatlaang
tanah milik negara dan/atau bidang tanah milik graan,
melainkan tanah milik Penggugat (tanah hak militadOleh
karena itu Sertipikat tersebut, tidak mempunyaiueg&n hukum
yang mengikat sepanjang Tanah Sengketa seluas .10

13) pada Gambar Situasi dari Sertipikat tersetmgklah sesuai jika
dicocokkan dengan lokasi yang sebenernya, terutpata
penggambaran batas-batas, termasuk gambar Jalgid Mes
taufiq;

14) pada tanggal 9 Desember 2004, Tergugat |htef@maksa
Penggugat keluar dari bidang tanah tersebut, desgaan akan

digunakan oleh PEMDA DKI Jakarta, sehingga tanaman-

tanaman milik Penggugat dirusak dan dirubuhkan dkigugat
Il sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, haltarjadi secara
berturut-turut dari tanggal 10,11 sampai 13 Desenif®4.

Oleh karena itu tindakan Tergugat |l tersebut, rmpakan

perbuatan melawan hukum;

15) Tergugat Il memberikan peringatan kepada Regafgmelalui
Surat dengan Nomor: 103/1.785 tanggal 14 Desembe4,?2
Surat Nomor: 107/1.785 tanggal 21 Desember 2004 Siaat
Nomor: 112/1.785 tanggal 24 Desember 2004 sertaatSur
Perintah Bongkar Nomor: 3.167/1.785 tanggal 31 Dz
2004, yang seluruhnya memerintahkan membongkarirsend
bangunan milik Penggugat yang Tergugat anggapaladal
bangunan liar di atas tanah PEMDA DKI Jakarta;
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2. Putusan Pengadilan

a. Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Melalui putusan Nomor 285/PDT.G/2004/PN.JKT.TIM dgal 26
Oktober 2005 memutuskan:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yanglaah_Law Wan

Lang (Alm);

Menyatakan tanah seluas 8.116 dangan bukti Girik/Letter C

Nomor 229 Persil 9 Blok D.1 atas nama Law Wan Lgagg

terletak di wilayah Rukun Tetangga 002, Rukun Vsa@jl,

Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas (dahu

Kelurahan Cipayung, Kecamatan Pasar Rebo), Kotamady

Jakarta Timur, dengan batas-batas:

sebelah utara : Jalan Raya Ciracas;

sebelah selatan : Gang Ganton;

sebelah timur : Jalan Setapak/Perkampungan Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan
Kelapa Dua Wetan;

sebelah barat : Jalan Mesjid At-Taufig

adalah sah milik Penggugat;

Menyatakan Tergugat | dan Tergugat Il telah akekan

perbuatan melawan hukum;

Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kel&psa Wetan

atas nama Tergugat | cacat hukum dan tidak mempugaigaatan

hukum mengikat sepanjang mengenai tanah selua® &1f1

sesuai dengan batas-batas tersebut di atas;

Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yangdapem hak

darinya untuk menyerahkan seketika tanah terperkamada

Penggugat dengan bebas dari beban dan tanggungpnnagan

kalau perlu dengan bantuan aparat yang berwenang;
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7) Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tkndan patuh
terhadap putusan pengadilan dalam perkara ini;

8) Menghukum Tergugat membayar segala biaya yanguti dari
perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rf2:000,- (tujuh
ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);

9) Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

. Pengadilan Tinggi Jakarta

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timsehat, Tergugat

I/Pembanding selaku pihak yang dikalahkan mengajukpaya

hukum banding melalui Pengadilan Tinggi Jakarta wdah diputus

berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta  Nomor
14/PDT/2007/PT.DKI tanggal 30 April 2007, yang amgr sebagai
berikut:

1) Menerima permohonan banding dari Pembandingerhusa
Tergugat | dan Pembanding Il semula Turut Tergteyaebut;

2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri JakanauiTtanggal
26 Oktober 2005 Nomor 285/PDT.G/2004/PN.JKT.TIMhga
dimohonkan banding tersebut;

3) Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;

4) Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayayab
perkara yang timbul dalam kedia tingkat peradilamg/ dalam
tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus Rupiah);

. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut
Penggugat/Terbanding selaku pihak yang dikalahkaangajukan
upaya hukum kasasi melalui Mahkamah Agung Republionesia
dan telah diputus berdasarkan putusan Mahkamah gAgepublik
Indonesia Nomor 2285 K/PDT/2007 Tanggal 12 Mei&0@engan

amar putusannya sebagai berikut:
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2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)
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Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakartamdo

14/PDT/2007/PT.DKI tanggal 30 April 2007 yang meialiean

putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta  Timur  Nomor

285/PDT.G/2004/PN.JKT.TIM tanggal 26 Oktober 2005;

Menolak Eksepsi Tergugat I, Il dan Turut Terdugasebut;

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat tersebut

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menetapkan Penggugat adalah ahli waris yanglaaH.aw Wan

Lang (Alm);

Menetapkan tanah seluas 8.116 dengan bukti Girik/Letter C

Nomor 229 Persil 9 Blok D.1 atas nama Law Wan Lgagg

terletak di wilayah Rukun Tetangga 002, Rukun Vsa@jl,

Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas (dahu

Kelurahan Cipayung, Kecamatan Pasar Rebo), Kotamady

Jakarta Timur, dengan batas-batas:

sebelah utara : Jalan Raya Ciracas;

sebelah selatan : Gang Ganton;

sebelah timur : Jalan Setapak/Perkampungan Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan
Kelapa Dua Wetan;

sebelah barat : Jalan Mesjid At-Taufig

adalah sah milik Penggugat;

Menyatakan Tergugat | dan Tergugat Il telah metan

perbuatan melawan hukum;

Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kel&pa Wetan

atas nama Tergugat |, dinyatakan cacat hukum ddak ti

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mentgerah

seluas 8.110 fsesuai dengan batas-batas tersebut di atas;

Menghukum Tergugat | dan atau siapa saja yamgdapat hak

darinya untuk menyerahkan seketika tanah terperkensebut

kepada Penggugat dengan bebas dari beban dan mhaaggu

apapun dan jika perlu dengan bantuan aparat yamgebhang;
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10) Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tindan patuh
terhadap putusan Pengadilan dalam perkara ini;

11) Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

12) Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat | dan Tdretgugat
untuk membayar biaya perkara dalam semua tingketdpen
yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan dalam sermgkat
peradilan yngdalam tingkat kasasi ini ditetapkanbesar
Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Eksekusi

Untuk melaksanan putusan Pengadilan Negeri Jak@inaur
Nomor 285/PDT.G/2004/PN.JKT.TIM tanggal 26 Oktol2805 juncto
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2285/K/PDT/2007 tanggal 12 Mei 2008 yang telah bkdatan hukum
tetap, PEMDA DKI Jakarta selaku Tergugat I/PembagdiTermohon
Kasasi selaku pihak yang dikalahkan dalam perlasgbut, mengajukan
permohonan pengukuran dan pemisahan terhadap ikartipak Pakai
Nomor: 32/Kelapa Dua Wetan kepada Kepala Kantoraydih Badan
Pertanahan DKI Jakarta sebagai pelaksanaan Supiti&an Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakdtbmor 5/2011
tanggal 05 April 2011 dan Surat Keputusan Guber#dl Jakarta
Nomor 617/2011 tanggal 29 April 2011.

DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Keputusaswan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakatbmor 5/2011
tanggal 05 April 2011, tentang Persetujuan ataskBahaan Pelepasan
dan Penghapusan Aset Tanah di Kelurahan Kelapa WDigdan,
Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Tiimemberikan dasar
pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 2591/-1.711 &rgydNovember

2010, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengajys@mohonan

persetujuan atas pelaksanaan pelepasan dan peuangahafanah
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yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kextam Ciracas,
Kota Administrasi Jakarta Timur;

Bahwa permohonan persetujuan tersebut pad# audalam rangka
melaksanankan Putusan Mahkamah Agung Republik bwian
Nomor 2285K/Pdt/2007 tanggal 12 Mei 2008 dan Tegura
(Aanmaning) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
37/2009.Eks/PN.Jkt.Tim tanggal 30 September 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana slich@ada huruf

a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwmakbkyat
Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Nomor 5/2011ggal 05
April 2011, tentang Persetujuan atas Pelaksanadpd®an dan
Penghapusan Aset Tanah di Kelurahan Kelapa Dua nj)eta
Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Selanjutnya DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Surapitusan

tersebut memutuskan:

KESATU : Menyetujui atas pelaksanaan pelepasarpdaghapusan

aset tanah di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan
Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEDUA : Mempercayakan pelaksanaan diktum KESATUddsp

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan ketent

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggéidpkan, dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akaakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kemudian Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui $uaputusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 617/2011 tah@§aApril 2011,
tentang Penghapusan Aset Pemerintah Provinsi DKartka Berupa

Tanah Seluas 8.110 *nterletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan,

Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Tiimemberikan dasar

pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah seluas 8.11G yang merupakan sebagian dari aset

milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkamtiikat Hak
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Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan seluas 17.77%etah menjadi
obyek sengketa di Pengadilan karena digugat kejkamilya oleh
Antjin Ganton;

b. Bahwa sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan orNom
285/Pdt.G/2004/PN.JKT.TIM juncto Nomor 14/PDT/20@T/DKI
juncto Nomor 2285K/Pdt/2007 yang telah mempunyakukéan
hukum tetap dan Penetapan Eksekusi dari Ketua BisgaNegeri
Jakarta Timur Nomor 37/2009.Eks/PN.Jkt. Tim tanggaD
September 2009, serta memperhatikan Keputusan Deeavakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Nomoi03/2 tanggal
05 April 2011, tentang Persetujuan atas PelaksaRatpasan dan
Penghapusan Aset Tanah di Kelurahan Kelapa Dua nj)eta
Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timperlu
menghapus aset berupa tanah 8.1f0yamg terletak di Kelurahan
Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Admasstiakarta
Timur dari daftar inventaris barang daerah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana slichalalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubetentang
Penghapusan Aset Pemerintah Provinsi DKI JakartagdeTanah
Seluas 8.110 fTerletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan,
Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Selanjutnya Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalamaSHeputusan
tersebut memutuskan:

KESATU : Menghapus aset Pemerintah Provinsi DKbdtkberupa

tanah seluas 8.110°nyang terletak di Kelurahan Kelapa
Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi
Jakarta Timur dari daftar inventaris barang daerah.

KEDUA . Kepala Badan Pengelola Keuangan DaerahiRso2KI
Jakarta untuk memproses penghapusan aset sebagaiman
dimaksud pada diktum KESATU dari daftar inventaris
barang daerah.
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KETIGA  : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku padaggal
ditetapkan.

C. ANALISIS PERMASALAHAN HUKUM

1. Kepastian Hukum Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Yang
Dinyatakan Cacat Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum
Mengikat Untuk Sebagian Luas Tanah Yang Menjadi Segketa

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c AjUtelah
ditegaskan bahwa surat tanda bukti hak (sertipiekt atas tanah) yang
telah diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktiangykuat, dan sesuai
dengan sistem publikasi negatif yang mengandungirupsstif, yang
dianut dalam sistem pendaftaran tanah di Indones&a sertipikat tanah
yang telah diterbitkan tersebut bukan merupakanlalati yang mutlak,
artinya terhadap sertipikat tersebut setiap walktpat digugat oleh pihak
yang berhak atau pemegang hak yang sebenarnya. irtHatlapat
mengakibatkan sertipikat tersebut dicabut atautdlikan.

Apabila ternyata terdapat kesalahan atau kekhildédam penerbitan
sertipikat hak atas tanah, harus melalui mekanigm&um untuk
memperbaiki akibat hukumnya. Dalam kejadiaan infueada pihak yang
dirugikan. Pihak yang dirugikan berhak atas danudadiberikan
konpensasi kerugian. Dasar untuk mengajukan gaagi radalah
berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undangriierdata.

Hubungan penerbitan sertipikat hak atas tanah éaadtian hukum
adalah hubungan sebab akibat. PP Nomor 24 Tahury 18fah
menetapkan kepastian hukum yang lebih baik dibghdiengan PP
Nomor 10 Tahun 1961. Jika pada PP Nomor 10 Tahu6il,1Belum
ditentukan batas waktu bagi pihak lain untuk memgggpemilik sertipikat
hak atas tananh, sebaliknya PP Nomor 24 Tahun d8@dm Pasal 32 ayat
(2) menentukan batas waktu bagi pihak lain untukggegat, yakni lima
tahun sejak dikeluarkannya sertipikat hak atashtasesebut.
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Terkait dengan sengketa antara Antjin  Ganton selaku
Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan PEMDA [dkarta
selaku Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi mesigpenerbitan
Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan atama PEMDA
DKI Jakarta seluas 17.775°ntersebut di atas, berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 285/PDTOG42PN.JKT.TIM
tanggal 26 Oktober 2005 juncto putusan MahkamahnggRepublik
Indonesia Nomor 2285/K/PDT/2007 tanggal 12 Mei 20@thg telah
berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa sertitgksgbut dinyatakan
cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yaemgikat
sepanjang tanah seluas 8.110d@ngan batas-batas yang telah dijelaskan
di atas. Dalam hal ini terhadap sertipikat tersebdbak dilakukan
pembatalan atau penghapusan hak secara keselurlaaena yang
dibatalkan hanya sebagian luas dari sertipikagbers maka dalam hal ini
terjadi perubahan data mengenai bidang tanah khvaumengenai data
fisik, yaitu luas tanah dalam sertipikat tersebugnjadi berkurang dari
seluas 17.775 fimenjadi 9.665 m

Berdasarkan putusan peradilan tersebut, maka GubErovinsi DKI
Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Provirsi Iakarta Nomor
617/2011 tertanggal 29 April 2011 tentang Penghepusset Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta Berupa Tanah Seluas 8.110 Terletak Di
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Katainistrasi
Jakarta Timur, menyetujui untuk menghapus aset Retale Provinsi
DKI Jakarta, berupa tanah seluas 8.119tensebut, yang merupakan
sebagian luas tanah dari Sertipikat Hak Pakai NoB®iKelapa Dua
Wetan dari daftar inventaris barang daerah. Berllasasurat keputusan
tersebut, maka sertipikat tersebut dinyatakan bdtal cacat hukum
sepanjang seluas 8.110°.nBehingga terhadap sertipikat tersebut akan
dilakukan pemisahan oleh Kepala Kantor Pertanahatarfadya Jakarta
Timur. Dimana sertipikat tersebut akan dibagi méngua bagian, yaitu
bagian pertama adalah sertipikat induk, dengan nosedipikat yang
sama dan pemegang haknya tetap Tergugat |. Sedarmgian yang
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kedua adalah sertipikat hasil pemisahan yaitu se®410 i milik
Penggugat. Terhadap tanah seluas 8.170temsebut, akan kembali
berstatus sebagai tanah hak milik adat berdasdskakiLetter C Nomor
229 Persil 9 Blok D.1.

Pasal 55 PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur bahwaadseichn
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatdmnh tetap dan
penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibat teymgierubahan pada
data mengenai bidang tanah yang sudah didaftara rkapala Kantor
Pertanahan mencatat perubahan data tersebut pdda thnah yang
bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertipikatayadaftar-daftar
lainnya, setelah adanya pemberitahuan resmi dagguklan atau adanya
permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingargdenampiran salinan
resmi dari putusan/penetapan pengadilan dimaksatin§ga terhadap
Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan akhlakukan
perubahan khususnya mengenai luas bidang tanahnyanji@adi berkurang
dari seluas 17.775 Tmenjadi 9.665 Mm(luas tanah terdahulu dicoret dan
diganti dengan luas tanah yang telah ditetapkagmikian juga dengan
Surat Ukur atas sertipikat tersebut, akan berulzahdiberi catatan dari
tanah seluas 17.775°mkan dikurangi seluas 8.110°mehingga akan
menjadi seluas 9.665°m

Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa dalam haldiesengketa
kepemilikan tanah antara pemegang girik dan skdigiak atas tanah atas
bidang tanah yang sama, yang mengakibatkan settiptersebut
dinyatakan batal atau cacat hukum untuk sebagastanah yang menjadi
sengketa, maka sertipikat hak atas tanah tersedtap tmempunyai
kekuatan pembuktian yang kuat seperti sertipikause. Akan tetapi
terhadap sertipikat tersebut masih mungkin digugiiritau dibatalkan
sepanjang ada pembuktian yang sebaliknya yang rakaya
ketidakabsahan terhadap sertipikat tersebut. Cdednla itu, sertipikat hak
atas tanah bukanlah satu-satunya alat bukti pergepak atas tanah,
karena masih terdapat alat bukti lainnya mengeepehilikan hak atas

tanah. Jadi dalam hal ini tidak benar bila ada apgg bahwa dengan
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memiliki sertipikat tanah berarti pemilik sertiptkizrsebut adalah mutlak
pemilik tanah dan ia pasti akan menang dalam spatkara karena
sertipikat tanah adalah alat bukti satu-satunyagytak tergoyahkan.
Kekuatan pembuktian suatu sertipikat hak atas tanasih harus
dibuktikan di persidangan melalui tahap pembuktre@ngenai keabsahan
terhadap kepemilikan hak atas tanah yang dijadi#tasar penerbitan
sertipikat tanah berdasarkan bukti-bukti baik sc#ertulis maupun

berdasarkan keterangan saksi.

. Prosedur Pelaksanaan Pelepasan Dan Permohonan Kenbidak Atas
Tanah Hasil Pemisahan Dari Sertipikat Yang Telah Diyatakan Cacat
Hukum

Pelepasan hak adalah setiap perbuatan melepaskandan hukum
yang semula terdapat antara pemegang hak dengahntan disertai
dengan pembayaran ganti kerugian kepada pemegamyehatau yang
berhak atas tanah yang bersangkutan yang disepaitat dasar
musyawarah, sebagaimana ditentukan dalam Pasagkia &h Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan hTéaai
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Terkait dengan sengketa terhadap kepemilikan hak t@nah dalam
Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetaneteus di atas, maka
terhadap sebagian luas tanah yang dinyatakan kakat dan batal oleh
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan huktap,tgaitu seluas
8.110 nf milik Penggugat dilakukan pemisahan terlebih dahgpada
Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timimaba sertipikat
tersebut akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu dmagiertama adalah
sertipikat induk, dengan nomor sertipikat yang sadsm pemegang
haknya tetap Tergugat |. Sedangkan bagian yangakedialah bidang
tanah hasil pemisahan seluas 8.1f0miik Penggugat dan karena bidang
tanah tersebut semula adalah tanah girik atau bpkmmah bersertipikat,
maka bidang tanah tersebut setelah dilakukan peamnsikembali berstatus
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sebagai tanah bekas hak milik adat berdasarkak/Gitter C Nomor 229
Persil 9 Blok D.1.

Selanjutnya terhadap bidang tanah hasil pemisablaass 8.110 m
tersebut, telah dilakukan pelepasan hak antaragegagbeserta ahli waris
lainnya (Pihak Pertama/selaku pihak yang melepakki&hdengan Kantor
Regional V Badan Kepegawaian Negara (BKN) DKI JakafPihak
Kedua/selaku pihak yang menerima pelepasan hal@mndaal ini diwakili
oleh Kepala Bagian Umum Kepegawaian Negara Kanegiiddal V BKN
DKI Jakarta, berdasarkan akta Pelepasan Hak tgaantP Juli 2011
Nomor 88, yang dibuat dihadapan Notaris di Jak@maur. Dalam akta
pelepasan hak tersebut, dijelaskan bahwa pelepagantas tanah seluas
8.110 nf tersebut (Obyek Pelepasan Hak), dilangsungkan ateng
pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepadakPHertama selaku
pemegang hak dari Pihak Kedua dengan harga seRpsa@97.500,-/fh
(dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu Imats Rupiah) per meter
persegi atau seluruhnya sebesar Rp.18.632.725 (@@lgpan belas milyar
enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dualptlilma ribu Rupiah).
Ganti kerugian ini ditetapkan berdasarkan padaiNiel Obyek Pajak
(NJOP). Segala hak, kewajiban dan keuntungan kertagian dari Obyek
Pelepasan Hak tersebut, terhitung pada saat pelaagda akta Pelepasan
Hak tersebut di atas, telah berpindah menjadi ngiéik hak Pihak Kedua
(selaku pihak yang menerima pelepasan hak).

Setelah dilakukan pelepasan hak sebagaimana #geladi atas,
selanjutnya atas bidang tanah seluas 8.13qQbyek Pelepasan Hak)
tersebut, telah menjadi tanah negara yang belursetigrikat (belum
pernah terdaftar di Kantor Pertanahan). Oleh kartenantuk kepentingan
Pihak Kedua terhadap tanah tersebut dilakukan gesnan hak baru atas
nama Kantor Regional V BKN DKI Jakarta. Adapun s
permohonan hak atas tanah negara yang belum penrdaitar di Kantor
Pertanahan sama dengan prosedur pendaftaran haktaatah untuk
pertama kali sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (aydP Nomor 24

Tahun 1997. Pemohon dapat mengurus sendiri perraohga atau dapat
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dikuasakan kepada orang lain. Sebelum permohondipilsa hak atas

tanah di proses, kelengkapan berkas harus dipetékisbih dahulu oleh

petugas Kantor Pertanahan. Kelengkapan terselaradain:

a)
b)
c)
d)

f)

9)

h)

Surat permohonan pendaftaran;

Surat pengantar Surat Keputusan Pemberian Hak;

Surat Keputusan Pemberian Hak;

Identitas Pemohon atau kuasanya apabila dikaasa

1) Perorangan, Warga Negara Indonesia, harus melan fotocopy
Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

2) Badan Hukum, dengan melampirkan akta pendp&amsahaannya
beserta perubahan-perubahannya yang disahkan eetererian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bilani Bangunan

(SPPT PBB) tahun berjalan;

Surat-surat tanda bukti perolehan hak atashtayeng asli (tanah

negara bekas tanah hak milik adat), yaitu:

1) girik milik adat;

2) surat pernyataan penguasaan fisik oleh pemojanry dibuat
dibawah tangan bermaterai cukup;

3) surat keterangan tanah tidak dalam sengkettaditanah;

4) salinan akta Pelepasan Hak yang telah dibhatidpan notaris;

5) surat rekomendasi tanah negara yang dibuatlaledth dikuatkan
oleh Camat setempat;

6) site plan/advis planning dari Kantor Walikotawaljin lokasi bagi
yang disyaratkan menurut ketentuan perundang-uraang

ljin Mendirikan Bangunan dan Surat Keteranganrah yang

menyatakan di atas tanah terdapat bangunan;

Fotocopy pelunasan pembayaran Bea PerolehamiakTanah dan

Bangunan/SSB BPHTB, berdasarkan ketentuan Undaiguign

Nomor 21 Tahun 1997 juncto Undang-Undang Nomor &0uh 2000

yang telah divalidasi oleh kantor pelayanan PBB ;
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Bukti pelunasan pembayaran Pajak Penghasilareraf@an
Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 juncto Peraturan eRetah
Nomor 27 Tahun 1996).

Apabila semua persyaratan tersebut di atas telpkndhi, maka

permohonan hak yang diterima oleh Kantor Pertanaladan diproses,

untuk selanjutnya akan diterbitkan sertipikat htgsdanabh.

. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 228
K/PDT/2007 tertanggal 12 Mei 2008

Penulis menganilisis dasar pertimbangan Majelis itdaldalam

memutus perkara ini adalah sebagai berikut:

1) Tergugat | telah mengkonversi tanah hak milik agitg terdaftar

dalam Girik/Letter C Nomor 229 Persil 9 Blok D.1lenjadi Sertipikat
Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan atas nama gatdutanpa
hak, karena tanah hak milik adat tersebut merupatiak Penggugat
yang belum pernah dijual, diberikan, dilepaskam alialihkan kepada
pihak mana pun, termasuk kepada Tergugat .

Proses permohonan Sertipikat Hak Pakai atas namguda |

tersebut, diajukan oleh pihak yang tidak berhak ta&nwenang.
Dalam hal ini terdapat indikasi bahwa Kantor Peaten kurang
terliti dalam maenyelidiki riwayat tanah terjadingarubahan pemilik
Girik/Letter C Nomor 229 Persil 9 Blok D.1 atas reapewaris (orang
tua Penggugat) sehingga menjadi Sertipikat Hak iP&kamor

32/Kelapa Dua Wetan atas nama Tergugat | tanpayadagralihan
hak dalam bentuk apapun. Dalam hal ini, terdapdikasi bahwa
Kantor Pertanahan kurang teliti dalam menyelidikvayat tanah
pemilik Girik tersebut, sehingga Sertipikat Hak &akNomor

32/Kelapa Dua Wetan terbit tidak sah secara hukum.

Ketelitian dan kecermatan para petugas Kantor Rantn dalam
menjalankan tugasnya akan mempengaruhi kepastianrhbak atas
tanah kerana besar kemungkinan kesalahan marntusiar( error)

yang terjadi sangant tergantung dari kondisi petuggang
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bersangkutan. Untuk menghindari kesalalimaman error tersebut,

perlu adanya pengecekkan ulang dari beberapa etigator

Pertanahan baik terhadap data fisik maupun daidigwsuatu bidang

tanah. Data fisik dan data yuridis yang terdapatlapaantor

Pertanahan harus sesuai dengan keadaan lapanghardarterhindar

dari human error sewaktu petugas Kantor Pertanahan melakukan

pemasukan data serta data yang dimasukkan telatatakehingga
data yang diterima oleh masyarakat adalah data lyangr.

Alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak ydmggsengketa dalam

proses pembuktian di persidangan :

a) Penggugat mengajukan alat bukti berupa Girik/Left&tomor 229
Persil 9 Blok D.1 atas nama Law Wan Lang (oranghteaggugat)
dan alat-alat bukti tertulis lainnya yang telahethistkan di atas,
yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengkatand
perkara ini adalah benar milik Law Wan Lang, sexé&si-saksi
yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar tekalasdii oleh
Law Wan Lang dan diteruskan oleh ahli warisnya ¢f@eigat);

b) Tergugat | mengajukan alat bukti berupa Sertipikaik Pakai
Nomor 32/Kelapa Dua Wetan;

Menurut Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 199@ da
penjelasannya, alat bukti yang diajukan oleh Pegggtersebut,
termasuk alat bukti hak lama yaitu surat buktiuiestyang untuk
keperluan pendaftaran hak harus dilengkapi denggerdngan
saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan, yamenérannya
oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah reesstematik
atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendafteanah
secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftar pakegang
hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Apabi
kemudian setelah alat bukti tersebut didaftarkam sktipikat hak
atas tanah telah diterbitkan ada pihak lain yangdakkan bahwa
dialah yang berhak atas tanah tersebut yang telphradeh
pemegang sertipikat hak atas tanah tanpa hak laekadas alat
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bukti yang cacat hukum, maka pihak lain tersebupata
mengajukan pembatalan alat bukti pendaftaran kgguklan dan
membuktikan adanya cacat hukum dalam alat bukti plases
perolehan atau penerbitan sertipikat hak atas tateasebut.
Apabila putusan hakim membatalkan alat bukti pesadah dan
putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetapa npakusan
mengenai pembatalan alat bukti pendaftaran tersetapat
dijadikan dasar bagi Kantor Pertanahan untuk mesfizat
pendaftaran hak dan penerbitan sertipikat.
Dalam memeriksa dan memutus perkara ini, hakim hlebi
mempertimbangkan pada alat bukti tertulis dan ketgan saksi di
persidangan yang diajukan oleh Penggugat. Hal esua dengan
ketentuan Pasal 163 HIR bahwa barang siapa yangatekan ia
mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatatuk
menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hakgdean, maka
orang itu harus membuktikan adanya hak itu atanysdkejadian itu.
Hakim tidak mempertimbangkan kekuatan hukum Sektipdak
Pakai atas nama Tergugat | tersebut, meskipurps@timerupakan
alat pembuktian yang kuat, namun jika dapat dilkaktisebaliknya,
maka atas sertipikat tersebut dapat dilakukan gmgaleh pemegang
hak yang sebenarnya.
Putusan Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagjdReat selaku
pemegang hak milik adat berdasarkan Girik/LetteNG@mor 229
Persil 9 Blok D.1, karena sesungguhnya pemegardptankti hak
lama berupa Pajak Bumi/Landrente, Girik, Ketitirndslerponding
Indonesia secara adat telah diakui sebagai peraliah tersebut.
Pengakuan tersebut secara adiministrasi negargutikan ke dalam
penerbitan sertipikat hak milik.
Perkara ini dimenangkan oleh Penggugat denganneatigan alat
bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yanguée) oleh Penggugat
saling berkaitan satu sama lain. Selain itu sejksgemilikan tanah

dengan jelas menentukan bahwa Penggugat berhalaasdstersebut.
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Hakim juga memutuskan untuk menghukum Tergugatadan/siapa
saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahKeegtilse tanah
terperkara kepada Penggugat dengan bebas dari Babdanggungan
apapun dan jika perlu dengan bantuan aparat yamgebang.
Penguasaan fisik atas tanah oleh pihak yangraelcukum tidak
berhak, merupakan alasan utama pembatalan SettiHila Pakai
Nomor 32/Kelapa Dua Wetan untuk sebagian luas tgaaf menjadi
sengketa dan oleh karenanya untuk sebagian luash tg@ang
dibatalkan tersebut setelah dilakukan pemisahatusstga kembali
pada keadaan semula yaitu menjadi tanah bekas itikkadat dengan
Girik/Letter C Nomor 229 Persil 9 Blok D.1 atas rarbaw Wan
Lang (Alm) ayah Penggugat. Selanjutnya kepadavedniis Law Wan
Lang dilakukan pelepasan hak atas tanah yang mesg@wketa
tersebut.
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BAB Il
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisa terhadap putusagagitan yang menjadi

obyek penelitian pada tulisan ini, maka dapat disilikan sebagai berikut:

1. Pembatalan sertipikat untuk sebagian luas bidanghtayang disebabkan
karena terdapat cacat hukum administratif dalameretan sertipikat hak
atas tanahnya, sebagaimana dimaksud dalam PasalPWMVA/KBPN
Nomor 9 Tahun 1999, maupun karena melaksanakarsgutpengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mebatden sertipikat
tesebut dinyatakan cacat hukum dan tidak mempukgkuatan hukum
mengikat untuk sebagian luas bidang tanah yang adergengketa.
Terhadap sertipikat yang dibatalkan untuk sebagias bidang tanahnya
dapat dilakukan tindakan hukum yaitu pemecahan pé&misahan bidang
tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 darnPWBJA/KBPN
Nomor 9 Tahun 1999. Ketentuan tersebut menyatakhw® status hukum
terhadap bidang-bidang tanah hasil pemecahan daisgean adalah sama
dengan status hukum bidang tanah semula/induknysg@h demikian
suatu sertipikat yang dinyatakan batal atau mengamdacat hukum untuk
sebagian luas bidang tanah, tetap berlaku sebdgapambuktian yang
kuat, artinya selama tidak dapat dibuktikan sebgbk data fisik dan data
yuiridis yang tercantum didalamnya harus diterimbagai data yang benar,
baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-harupora dalam
berperkara di pengadilan.

2. Terhadap sertipikat yang dinyatakan batal dan dadatm untuk sebagian

luas bidang tanah dapat dilakukan suatu tindakakurhy antara lain
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pemecahan atau pemisahan dari sertipikat indukBghingga terhadap
bidang tanah yang telah dipecah atau dipisahkaelat dapat dilakukan
tindakan hukum pelepasan hak yang dilakukan di gedaNotaris oleh

pemegang haknya kepada calon pemegang hak barertadisiengan

pembayaran ganti rugi oleh calon pemegang hakkegrada pemegang hak
(pihak yang melepaskan). Selanjutnya dilakukan peonan hak baru

kepada Badan Pertanahan Nasional, karena tanahtehnsébut setelah
dilakukan pelepasan hak menjadi tanah negara yelgnbpernah terdaftar
di Kantor Pertanahan (belum bersertipikat). Olelreka itu proses

permohonan kembali atas tanah tersebut, berdas&&sal 12 ayat (1) PP
Nomor 24 Tahun 1997 sama halnya seperti kegiatamgfearan tanah

untuk pertama kali.

3. Putusan hakim atas sengketa kepemilikan hak ateshtai Kelurahan
Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Tamiara Antjin Ganton
selaku Penggugat melawan PEMDA DKI Jakarta selaagugat |, Kepala
Kecamatan Ciracas selaku Tergugat || dan KantaaRahan Jakarta Timur
selaku Turut Tergugat, sebagaimana tercantum ddtamtusan Nomor
2285/K/PDT/2007 tanggal 12 Mei 2008 sudah tepatiaaedengan sistem
pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu sistem pabiiknegatif yang
mengandung unsur-unsur positif, artinya bahwa tdndai hak atas tanah
(sertipikat hak atas tanah) yang diperoleh sesgokmium menujukkan
orang tersebut sebagai pemegang hak yang sebenkangaa setiap waktu
dapat dibatalkan apabila ternyata ada pihak lamgydapat membuktikan

secara hukum bahwa ia adalah pemilik yang sebeaarny

B. Saran

Saran yang dapat diajukan :

1. Untuk menghindari munculnya sengketa mengeegemkilikan hak atas
tanah dikemudian hari, hendaknya Pejabat KantotaR&nan harus lebih
teliti, cermat dan seksama dalam melakukan pendafté&anah dengan
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mengadakan penelitian baik terhadap data fisik mmaugata yuridis atas
tanah yang bersangkutan termasuk terhadap riwaryaht

. Dalam hal terbitnya suatu sertipikat hak atasah yang sebelumnya
diperoleh dari tanah yang berstatus hak milik g@lum bersertipikat),

maka sebaiknya dilakukan serangkaian pemeriksaamg yaendetail

mengenai tata cara memperoleh hak atas tanah uer@ebmasuk status
tanahnya, status para pihak dalam memperoleh hak &nahnya
(pemegang hak atas tanah), dan ada atau tidaksgaikan pemilik tanah
untuk melepaskan hak atas tanah yang dimilikingapelum diterimanya
permohonan hak atas tanah oleh Kantor Pertanattampat. Sehingga
diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketagereai kepemilikan

hak atas tanah yang bersangkutan dikemudian hari.

. Dalam hal terjadinya sengketa mengenai tanabels® dilakukan

pembatalan sertipikat hak atas tanah, seharusiagdnualui dengan putusan

perdata tentang siapakah yang berhak atas tarsier
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Tergugat dan Tergugat II, di muka persidangan .Pengadilan Negeri Jakarta

Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari (Alm. LAW WAN LANG yang mana
LAW WAN LANG, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Kelapa Dua Wetan,
Jakarta Timur, telah meninggal dunia pada tahun 1967 dan juga istrinya
yang bernama NYIMAH BULE telah meninggal dunia terlebln dahulu yaitu
pada tahun 1941 dengan tempat tinggal terakhir di Kelurahan Kelapa Dua
Wetan, Jakarta Timur, :

2. Bahwa Almarhum LAW WAN LANG selain meninggélkan ahli waris ia juga
meninggalkan harta warisan yang dlantaranya beberapa bidang tanah yang
salah satunya adalah sebidang tanah yang dikenal dengan Girik /Letter C
No. 229 Persil 9 Blok D.1 yang terletak di wilayah Rt.002/Rw.011 Kelurahan
Kelapa Qua Wetan, Kecamatan Ciracas, (dahuiu Kelurahan Cipayung,
Kecamatan Pasar Rebo), Jakarta Timur, dan tanah tersebut dikuasai dan

. dikelola oleh LAW WAN LANG semasa hidupnya 1940 an hingga saat ia
meninggal dunia dan dilanjutkan oleh Penggugat sampali sekarang;
Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagal berikut : '

Sebelah Utara « JI. Raya Ciracas, _ 5
Sebelah Selatan @ Gang Ganton,
Sebelah Timur - JI. Setapak/Perkampungan Rt.02/Rw.11
. Kel. Kelapa Dua Wetan, '
Sebelah Barat + JI. Mesijid At-Taufia; .

__Bahwa semasa hidupnya LAW WAN LANG sampal ia meninggal dunia, ia
\ guasal dan mengelola tanah tersebut dengan baik, dan begitu juga
smoen Penggugat sebagai ahli warisnya sampai sadt sekarang ini, dan baik
spun Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak
hun, dan oleh karenanya sejak meninggalnya Pewarls sampai saat
5 Z ang ini ahli warisnya (Penggugat) menguasai dan mengelola tanah
0 Ersebut dengan menanami. tanaman tua dan berbagai tanaman palawija
lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, - (seperti Rambutan,
Kelapa, Jeruk, Mandga, Pisang, Singkong dil);
4. Bahwa berdasarkan data pada Kantor Inépeksi luran Pembangunan Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta, terbukti tercatat tanah Persil 9 Blok D.l seluas
8.110 M2 adalah atas nama LAW WAN LANG dan _belum ada
penccretanlpengalihan sama sekali kepada pi'hak lain; ‘
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5. Bahwa berdasarkan Hasil Rincikan Tahun 1950, terbukti terhadap tanah
Persil 9, D.! seluas 8.110 M2 tercatat adalah milik / atas nama LAW WAN
LANG belum ada peﬁcoretan / peralihan kepada pihak manapun; dan hal ini
Idiketahul oleh Lurah Cipayung Bapak MOCH. SADELL;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Dlrektbrat Jenderal Pajak
No.Ris.9063/WPJ.10/K.l. 1204/1980 tanggal 10 Juni 1980 dan No.Ris.
7760/WPJ.10/K.1.2404/1979 tanggal 19 September 1979, terbukti
diterangkan bahwa terhadap tanah-tanah C. No.229 Persil 9, D.I seluas
8110 M2 tercatat adalah milik / atas nama LAW WAN LANG;

7. Bahwa be_rdasarkah SPPT / PBB No. 34.72.011.003.007-0107.0 tefcatat

sebagai wajib pajak adalah LAW WAN LANG / ENTONG GANTON, sampai

pada tahun 2001 oleh Kantor Pelayanan PBB Jakarta Timur telah
menerbitkan surat himbauan kepada Penggugat untuk membayar pajak
terhutang, hal tersebut membuktikan"bahwa wajib pajak masih tercatat atas -
nama LAW WAN LANG / ENTONG GANTON dan belum pernah -ada

_ perubahan; ‘

l ; Bahwa' sejak tahun 1945 tanah tersébut dikuasal dan dikelola oleh Pewaris

LAW WAN LANG dan para saksi-saksi yang hingga saat ini masih hidup.

mengetahui bahwa LAW WAN LANG pernah memiliki tanah milik adat

tersebut, dan mengetaﬁui sekarang ini dikuasai oleh ahli. warisnya;

_ Bahwa berdasarkan bﬁkti—bukti tersebut diatas, jelas dan nyata-nyata
terbukti tanah tersebut adalah milik Penggugat yang sampai saat sekarang
ini belum pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun,

ahwa pada tahun 1982, oleh Tergugat | dan Il merﬁaksa memagar bidang

h%h Penggugat dengan memperalat okum TNl dan POLRI pada saat itu.

fygugat dengan tegas melarang dan menghalangi tindakan Tergugat-

T”ugat tersebut, namun sebaliknya Penggugat diintimidasi oleh Tergugat-

"'.,.".-4/ dengan mengancam akan diculik, dihilangkan dan sebagainya,

—=*3ehingga Penggugat tidak dapat berbuat banyak kecuali mempertahankan

dan menempati lokasi tanah dan merawat tanam-tanaman yang telah ada,

G
v,

.-—/

sehingga Penggugat sampai saat sekarang ini tetap bertahan tidak bersedia
keluar dari lokasi tanah tersebut;

" 41.Bahwa pada Tahun 1996 ternyata terbit Sertifikat Hak Pakai No. 32/Kelapa
Dua Wetan atas nama Tergugat | yang sebahagian dari luas Sertifikat
tersebut masuk pada bidang tanah Penggugat yaitu untuk seluas + 8110 M2
secara melawan hukum, karena sementara baik f’ewaris maupun Penggugat

f
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tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak manapun apalagi kepada
Pihak Tergugat [;

12.Bahwa tidak satupun dari dasar penerbitan Sertifikat tersebut yang
menjeléskan bahwa telah ada pembebasan dari Girik/Lettér C No.229 Persil
9 Blok D.| yang terletak di wilayah Rt.002/Rw.011, kel. Kelapa Dua Wetan,
Kec. Ciracas (dahulu Kel. Cipayung, Kec. Pasar Rebo) Jakarta Timur,
sehingga jelas terbukti terbitnya Sertifikat tersebut adalah penuh dengan
rekayasa yang tentunya bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya
harus dinyatakan cadat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat; '

13.Bahwa Sertifikat tersebut disebutkan pada poin C. asal Persil yaitu
Pemberian hak, sehingga terkesan adanya hibah dari pihak tertentu, padahal
bidang tanah tersebut jelas-jelas adalah tanah adat dengan Persil 9 Blok D.1,
sehingga bidang tanah tersebut bukanlah bidang tanah milik negara dan
atau bidang tanah milik orang lain, melainkan tanah milik Penggugat. Dan’
oleh karenanya Sertifikat tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat sepanjahg tanah seluas 8.110 M2 yang digugai oleh Penggugat;

| 14.Bahwa pada Gambar Situasi dan Sertifikat tersebut tidaklah sesuai jika

dicocokkan dengan lokasi yang sebenarnya, terutama pada penggambaran

batas-batas termasuk dan gambar jalan Mesjid Attaufik, sehingga nyata-

nyata terbukti Sertifikat tarsebut adalah hasil rekayasa semata, sehingga

Sertifikat tersebut harus dinyatakan _cacat' hukum dan tidak mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat sepahjang bidahg tanah yang digugat oleh

wa pada tanggal 8 Desember 2004, Tergugat Il telah memaksa
ggugat keluar dari bidang tanah tersebut, dengan alasan akan
?9 nakan oleh Pemda DKI Jakarta, sehingga tanam-tanaman milik
FPEnggugat dirusak dan dirubuhkan oleh Tergugat Il sehingga tidak dapat
# ‘dimanfaatkan lagi, hal ini terjadi berturut-turut dari tanggal 10, 11 sampai 13
Desember 2004, dan oleh karena itu Tergugat Il harus dinyatakan secara
nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum;
16.Bahwa Tergugat Il telah membuat Penggugat resah, karena Tergugat Il
memberikan peringatan kepada Penggugat melalui surat dengan Nomor
:103/1.785 tanggal 14 Desember 2004 dan Surat Nomor ! 1071 785 tanggal:
91 Desember 2004 dan Surat Nomor : 112/1.785 tanggal 24 Desember 2004
dan Surat Perintah Bongkar Nomor 3,167/1.785 tanggal 31 Desember 2004
yang semuanya ‘pada pokoknya memerintahkan membongkar sendiri
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bangunan milik Penggugat yang terguga't anggap adalah bangunan liar
diatas tanah Pemda DKl Jakarta, padahal Penggugaf tidak pernah menjual
tanah tersebut kepada Pemda DKl Jakarta, sehingga terbukti jelas Tergugat
I telah melakukan perbuatan melawan hukum,
17.Bahwa atas perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut diatas F’enggugat tidak
dapat mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain’ sehmgga Penggugat
telah menderita kerugian material sebagaimana tersebut dibawah ini, dan
juga oleh karena perbuatan Tergugat-Tergugat telah menjadikan Penggugat
tidak dapat hidup dengan tenang dan selalu was-was sehingga Penggugat
mengundang saudara-saudara untuk turut mempertahankan hak Penggugat
atas tanah tersebut dan banyak hal lain, yang mana dari itu semua telah
merugikan moril Penggugat yang masing-masing ditaksir sebesar :
- Matenl Rp.3.000.000,- x 8.110 M2 = Rp.24.330.000.000,- (harga pasar)
' Tanam-tanaman Rp. 1.000. 000.000,-
= Moril = Rp. 1.000.000.000,-
L Sehingga seluruhnya berjumlah Rp.26.330.000.000,- (dua puith enam
milyar tiga ratus tigg;puluh juta rupiah),
18.Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang kuat
dan akurat yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka sudah
sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkannya. Dan untuk
" menghindari gugatan ?enggugat kemudian tidak dapat dilaksanakan oleh
karena }Eemungkinan Tergugat mengalinkan tanah dan Sertifikat tanah
tersebut kepada pihak lain, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Neger
Jakarta Timur meletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah tersebut (tanah

Bngketa); '

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada
dedilan Negeri Jakarta Timur agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan
anah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut képada Pengadilan

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .

2. Menyatakan Penggugat adalah ahli warls yang sah dari Almarhum LAW
WAN LANG; '

3. Menyatakan sita jaminan terhadap sebidang tanah seluas. 8.110 MZ2,
sebagaimana batas-batas tersebut pada posita adalah sah dan berharga;

4., Menyatakan tanah seluas 8.110 M2 dengan bukti Girik /Lettér C No. 229
Persil 9 Blok D.1 atas naﬁ‘ua LAW WAN LANG yang terletak di wilayah
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4. Menyatakan tanah seluas 8.110 M2 dengan bukti Girik /Letter C No, 229
Persil 9 Blok D.1 ata's nama LAW WAN LANG vyang terletak di wilayah
Rt.002/Rw.011 Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, (dahulu Kel.
Cipayung, Kec. Pasar Rebo), Jakarta Timur dengan Batas-batas-tersebut
dalam posita gugatan ini adalah sah milik Peng’gugat;

5. Menyatakan Tergugat | dan tergugat 1l telah melakukan perbuatan melawan
hukum;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 32/Ketapa Dua Wetan atas nama
.Tergugat | cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

~ sepanjang tanah seluas 8.110 M2 sebagaimana batas-batas tersebut dalam
posita gugatan Penggugat; |

7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yarig mendapat hak darinya untuk
menyerahkan seketika tanah terperkara kepada Penggugat dengan bebas
dari beban dan tanggungan apapun dan kalau periu dengan bantuan aparat
yang berwenang (bij sterke arm);

. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh
Penggugat sebesar Rp.26.330.000.000,- (dua puluh enam milyar tiga ratus
tiga puluh juta rupiah); ' )

. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap hari,
setiap ketgrlamba—tan melaksanakan  putusan Pengadi[én Negeri ini,
terhitung mulai sejak hari dan tanggal diucapkan putusan ini didepan umum;

10.Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap

N ohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); ‘
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan Turut
Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dal:l sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI TURUT TERGUGAT :

A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT
1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Pengghgat dan
menolak perkara, ini untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri
Jakarta Timur, karena objek gugatan adafah Sertifikat Hak Pakai No.
32/Kelapa Dua Wetan yang merupakan Surat Keputusan Pe;abat Tata
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wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk’; memeriksa, mengadili
dan memutuskannya (Pasal 53 Undang-Undang No.5 Tahun 1986); '

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasai'53 ayat"i “Seegorang atau
Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya d'irugikan‘ oleh
suatu Keputusan Tata Usaha Negara da;pat mengajukan tértulis melalui
Pengadilan yang berwenang “ dan sesuai Pasal 1 ‘butir 3 Undang-
Undang No.5 Tahun 1986 yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha
Negara adalah tindakan Tata.Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan
final yang menimbulkan akibét hukum bagi séseorang atau Badan
Hukum Perdata;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat VI mohon kepada Majelis
Hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima; \

B. GUGATAN KURANG PIHAK : A

Gugatan Penggugat kurang pihak, karena tanah perkara yang telah

diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan berasal dari”

beberapa sertifikat Hak Milik yaitu : ’ '

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Cipayung berasal dari konversi Milik Adat
Girik C Nomor 228 seb Blok D | Persil 48 a, semula tercatat atas nama
KWI BiN KUWIH, kemudian secara berturut-turut beralih kepada IWIH
BIN KWI dan terakhir kepada HADI JUDHA WIDJAJA;

rtifikat Hak Milik Nomor 9/Cipayung berasal dari konversi Milik Adat
ik C Nomor 228 seb Blok D | Persil 48 a, semula tercatat atas nama
1 BIN KUWIH, kemudian secara berturut-turut beralih kepada IWIH
R ! KWI dan terakhir kepada BINTORO;
rtiﬁkat Hak Millk Nomor 10/Cipayung berasal dari konversi Milik Adat
e Girlk C Nomor 228 seb Blok D | Persil 48 a, semula tercatat atas nama
KWI BIN KUWIH, kemudian secara berturut-tui’ut beralih kepada IWIH
BIN KWI dan terakhir kepada JOHANNES;
~ d. Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Cipayung berasal dari konversi Milik Adat
Girik C Nomor 64 Blok D | Persil 48 a, semula tercatat atas nama KADJA
BIN SELAN, kemudian beralih kepada HAD! JUDHA WIDJAJA?
e. Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Cipayung berasal dari konversi Milik Adat
Girik G Nomor 175 Blok D | Persil 48 a, semula tercatat atas nama SAMI
BINTI KADJA, kemudian beralih kepada HAD! JUDHA WIDJAJA;
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e. Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Cipayung berasal dari konversi Milik Adat
Girik C Nomor 175 Blok D | Persil 48 a, semula tercatat atas nama SAMI
BINT! KADJA, kemudian beralih kepada HADI JUDHA WIDJAJA;

3 Seﬁiﬁkat Hak Milik Nomorl 13/Cipayung berasal dar i(onversi Milik Adat
Girik C Nomor 8 seb Blok D | Persil 48 a, semula tercatat atas nama
NAIH BIN KATJEP, kemudian beralih kepada LATIF KUSUMA;

g. Sertifikat Hak Milik Nomor 14/Cipayung berasal dari konversi Milik Adat
Girik C Nomor 8 seb Blok D | Persil 48 a, semula tercatat atas nama
NAIH BIN KATJEP, kemudian beralih kepada LATIF KUSUMA;

h. Sertifikat Hak Milik Nomor 14/Cipayung berasal dari konversi Milik Adat
Girik C Nomor 280 seb Blok D 1, semula tercatat atas nama DJAMI BINT!
KADJA, kemudian beralih kepada LATIF KUSUMA;

Bahwa seharusnya Pemilik-pemilik sebelum Tergugat |, diikut sertakan

sebagai pihak dalam perkara ini, khususnya kepada Sdr. IWIH BIN

KWI,KADJA BIN SELAN dan SAM! BINTI KADJA, NAIH BIN KATJEP,

DJAM| BINTI KADJA, yang secara ORIGINER tercatat sebagai pemilik

pertama yang mengetahui riwayat perolehan tanah dimaksud;

DALAM EKSEPSI TERGUGAT | : '
A. Kompetensi Absolut :

Bahwa Posita butir 11 s/d 14 dan Petitum Penggugat butir 6, maka yang

berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta, karena telah memenuhi unsur Pasa'!'l 3 ayat (1) Undang-Undang

0.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu konkrit,

17.775 M2 yang merupakan produk hukum Pejabat Tata Usaha
AL (Turut Tergugat), walaupun dalii Penggugat menyatakan bahwa
a a quo adalah sengketa mengenai hak., Sesuai dengan petitum

. ebut Penggugat menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai an. Tergugat |
cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang t‘anah seluas
8.110 M2, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 3 angka 4 dan 5 UU No.5
Tahun 1986 yang pada intinya menje!askan “tidak jarang dalam kasus
tertentu Keputusan Tata Usaha Negara mengakibatkan kerugian bagi
seseorang atau badan hukum perdata tertentu dan karenanya memerlukan
koreksl serta pelurusan dalam segi penerapan hukumnya;

B. Penggugat tidak berkwalitas mengajukan Gugatan.
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karena tidak jelas ada beberapa ahli waris dar almarhum Law Wan Lang
dan Nyimah Bule; '

2. Bahwa Petitum Penggugat butir 4 dan posita butir 2, 7 dan 8, mendalilkan

sebagai pemilik Girik /Letter C No.229 Persil 9 Blok D.l, seluas 8.110 m2

yang terletak di wilayah RT.002 RW.011, Kel. Kelapa Dua wetan, Kec.

Ciracas, (dahulu Kel. Cipayung, Kec. Pasar Rebo), dalil tersebut harus

ditolak karena dilokasi tanah tersebut felah terbit Sertifikat Hak Pakal

No.32/Kelapa Dua Wetan an. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (Tergugat

) seluas 17.775 .m2 , sehingga Penggugat tidak berklualitas untuk

menggugat karena . ‘

a. Bahwa sésuai Pasal 19, Undang-uqdang No.5 Tahun 1960 tentang
pokok-pokok Agraria_ Sertifikat merupakan alat bukti yang sah
me‘nurut hukum;

b. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960,
tanggal 3 Februari 1960, yang menyatakan surat “netuk” pajak bumi
bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah
milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut
(lihat Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cet. Kedua.
Mahkamah Agung Rl 1993 (hal.317) dan Yurisprudensi Mahkamah
Agung No. 84 K/Sip/1973/1960, tanggal 25 Juni 1973, adapun
per’gimbangan Pengadilan Tinggi yang dibanarkan Mahkamah Agung
RI catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai buki

ak milik jika tidak disertakan dengan bukti-bukti lain;

L\E

asal'4 ayat 91) Undang-undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak

mi dan Bangunan, yaitu tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan

Hbrupakan bukti pemifikan tanah;

eh karena gugatan tidak sesual dengan hukum, méka harus

dinyatakan fidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak
sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa
tidak jelas; '

e. Tergugat tidak dapat menjelaskan perolehan dari siapa atau
hubungan hukum tanah girik a.n. LAW WAN LANG dimaksud, apakah

- melalui /berdasarkan jual beli, waris atau hibah ?

Hal. 9 darl 21 hal. Put. No. 2285 K/Pdt2007
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3. Sesuai dengan posita Penggugat butir 5 s.d. 7.

Bahwa Penggugat hanya dapat mendalilkan tercatat dan belum ada
pencoretan tanah Persil 9 Blok D.I seluas 8,110 m2 an. Law Wan Lang,
hal tersebut hanya pengadm:mstrasaan semata dan bukan berarti sebagai
alat bukti yang sah menurut hukum:

C. Gugatan Penggugat Obscuur Libel,

1. Bahwa posita butir 2 dan 7, serta petitum Penggugat butir 4, mendalilkan
sebagai pemilik Girik/Letter C No. 229 persil 9 Blok D.| seluas 8.110 m2
yang terletak di wilayah RT.002/RW.011. Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec.
Ciracas, (dahulu Kel. Cipayung, kec. Pasar Rebo); ,

2. Andaikata benar Penggugat memiliki_tanah perkara a quo harusnya
Penggugat dapat menjelaskan RT dan RW serta batas-batas tanahnya
bukan ‘hanya di Kel. Cipayung, Kec. Pasar Rebo; -

8, Andatkata benar Penggugat memiliki tanah perkara a quo, sementara
tanah yang diakui Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Pakai No.
32/Kelapa Dua Wetan dan Tergugat seluas 17.775 m2 dengan batas-
batas 'yang terdapat dalam Gambar Situasi No. 1829/1995 vyang
merupakan bagian tidak terplsahkan dari Sertifikat an. Tergugat ; i

D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.
Sesuai posita Penggugat butir 16, Surat Perintah Bongkar No. 3.167/1.785,
tanggal 31 Desember 2004 adalah surat yang diterbitkan oleh
. Wahkotamadya Jakarta Timur, maka harus-dimasukkan sebagai pihak dalam
perkara a quo dan Camat (Tergugat i) sebagai bawahan dan hanya
menjalankan perlhtah dari Walikotamadya Jakarta Timur sebagai atasannya

DALAM EKSEPSI TERGUGAT Il :

A. Tentang Kompetensi Absolut.
Bahwa Pengadilan Negerl Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara
aquo sepanjang para Tergugat dan Turut Tergugat yang meny‘atakan surat
keputusan yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 32/Kelapa Dua Wetan atas hama
Tergugat | cacat hukum (vide butir 12 hal 4);
Bahwa gugatan Penggugat demikian harus dlajukan ke Badan Tata Usaha
Negara, karena gugatan aquo jika ditujukan terhadap Surat Keputusan Turdt

"4

v
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Tergugat (Kantor Badan Pertanahan Jakart.a__Timur) selaku Pejabat Tata
Usaha Negara, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 91) Undang-Undang
No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang. berwenang
memeriksa dan mengadili, memutus terhadap perkara sengketa Tata Usaha
Negara adalah Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan senyatanya bukan
Badan Peradilan Umum (Perdata); ' '
Bahwa oleh karena itu Pengadilan Nggeri Jakarta Timur harus menyatakan
diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara inl;

B. Gugatan Penggugat Para Pihaknya Kurang / Tidak Lengkap.
Bahwa Penggugat didalam gugatan butir 6 dan 7 mendalilkan berdasarkan
surat keterangan Kantor .Direktorat Jenderal Pajak dan berdasarkan
SPPT/PBB tercatat sebagai Wajib Pajak,‘- akan tetapi senyatanya didalam
mengajukan gugatannya Penggugat tidak menarik/atau tidak mengikut
sertakan ' Kantor Direktorat jenderal Pajak tersebut. sebagai pihak dalam
perkara aquo;
Bahwa dengan tidak ditariknya / atau diikut sertakannya Kantor direktorat
Jenderal Pajak' dalam perkara ini, maka terbukti- Gugaian Penggugat
tersebut pada pihakh'ya kurang / tidak lengkap; ' ' "
Bahwa oleh karena Itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl tanggal 11 September 1975 Nomor :
1078 K/SIPH9T72; |

C. Penggugat Tidak berkwalitas.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada butir 1 hal 2 menyatakan bahwa

bagai ahli waris almarhum LAW WAN LANG, selain Penggugat masih ada
ahli waris yang masih hidup sampai saat ini, akan tetapi senyatanya tidak

- mengajukan gugatan, belum lagi ahli waris lainnya yang sah dari almarhum
LAW WAN LANG yang tidak turut sebagai Penggugat dalam perkara ini;
Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak. sempurna
sebagaimana halnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor : 369
K/AG/1995, tertanggal 30 April 1986 yang pada pokoknya meneréngkan
“Bahwa untuk sempurnanya gugatan mengenai harta warlsan seharusnya

. L
Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2285 K/PdUZOO]/Z
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semua ahli waris dan pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa ditarik
dalam gugatan tersebut’ sehingga terbukti Peng'gugat tidak merniliki-
kapasitas/kwalitas sebagai Penggugat , oleh karena itu gugatan Penggugat
harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dépai diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah
mengambil putusan, vyaitu putusannya No. 285/PDT.G/2004/PN.JKT.TIM
‘tanggal 26 Oktober 2005 yang amarnya sebagai berikut .

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Il dan Turut Tergugat tersebut

DALAM PROVIS! :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagtan

2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum LAW

WAN LANG;

3. Menyatakan tanah seluas 8.110 M2 dengan bukti Girik / Leter C No.229
Persil 9 Blok D.! atas nama LAW WAN LANG yang terletak di Wiiayah
Rt.002/Rw.011Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Clracas (dahulu”
Kelurahan Clpayung, Kecamatan Pasar Rebo) Jakarta Timur, dengan batas-
batas tersebut dalam posita gugatan ini adalah sah milik Penggugat;

. Menyatakan Tergugat | dan Tergugat Il telah melakukan perbuatan melawan

~ hukum;

. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No.32 Kelapa Dua Wetan atas nama
Tergugat | cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

epanjang tanah seluas 8.110 M2 sebagaimana batas-batas tersebut dalam

dogita gugatan Penggugat, _
ghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak darmya untuk
- yerahkan seketika tanah terperkara kepada Penggugat dengan bebas
., beban dan tanggungan apapun dan kalau periu dengan bantuan aparat
/ ang berwenang (bij sterke arm),
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap
putusan Pengadilan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini
yang hingga kini ditaksir sejumlah .Rp.779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh

sembilan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat'selebihnya;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 2285 Kdet/ZOD?/Z
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Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat |,
Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi Jakarta® dengan putusannya No. 14/PDT/2007/PT DKI
tanggal 30 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding | semula tergugat |
dan Pembanding Il semula Turut Tergugat tersebut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26
Oktober 2005 No. 285/PDT.G/2004/PN.JKT.TIM yang dlmohonkan :
banding tersebut;

MENGADIL| SENDIRI

DALAM EKSEPS! :

- Menolak Eksepsi Tergugat I/Pembanding |, Tergugat II/Turut Terbanding
dan Tyrut Tergugat/Pembanding |l tersebut;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat/Terbanding tersebut;

DLAM POKOK PERKARA :- .

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;

- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yahg dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rb.300.000.5 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh
Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 23 Juli 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan
tanggal 24 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi
/PDT/2007/PT.DKI jo NO. 285/PDT.G/2004/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh
la- Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti oleh
I kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

- 4 dilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2007 ;
' Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, Turut Tergugat/F’ara Pembanding
yang pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari
Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggé_i 30 Agustus 2007 ;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-a;lasannya '
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,
maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formali dapat diterima :

™ ’/é
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Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan olsh Pemohon
Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya lalah :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah salah/keliru
dalam menerapkan hukumnya yang menyatakan :
Pertama : bahwa Penggugat tidak dapat msmbuktzkan atau dasar apa LAW
WAN LANG sejak tahun 1940 memperoleh z‘anah yang d1sengketakan
sekarang, mengingat tanah sengketa berasal dari Girk atau Pefox yang
merupakan tanah yang berasal dari hak-hak adaf sehingga hanya penduduk asli
setempatlah yang dapat menguasai atau memiliki tanah tersebut, sedangkan
LAW WAN LANG pada tahun 1940 bukan penduduk asli setempat sehingga
tidak dapat memiliki hak milik adat yang dikuasai oleh adat setempat’;
Kedua : bahwa selain daripada itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia yang tetap, Girnik/Petok maupun Letter C bukan
merupakan bukti hek milik atas tanah. Bukli yang kuat atas tanah adalah
Sertifikat demikian pula mengenai pajak bumi, menurut hukum bukan
merupakan bukti kepemilikan atas tanah melainkan. hanya bukti pelunasan
pajak; 2 . o '
. Ketiga : bahwa Tergugat | menguasal tanah sengketa berdasarkan Sertifikat™ _
. Hak Pakai Nomor : 32/Kelapa Dua Wetan tanggal 29 April 1996, Sertifikat Hak
Pakai tersebut dikeluarkan berdasarkan SK Kepala kentor Wilayah BPN DK/
Jakarta tanggal 4 Desember 1995 No. 1.711.2/317/09-05/83/p/1995;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat telah dapat
membuktikan dasar perolehan hak afas tanah séngkefa yang akan
d;pergunakan melayani kepentingan umum, sehingga Tergugat [ maupun

aka dengan"ini Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Pehggugat Asli)
tah satu persatu dari poin-poin tersebut diatas dengan dalil-dalil

M berikut-:

perincikan tanah maka hasil rincikan tahun 1950 (vide.bukti P-4) oleh Kantor
Direktorat Jenderal Pajak Kantor Inspeksi luran Rehabilitasi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta merincik dan kemudian mencatat dalam Girik/Letter C Nomor :
229 Kelurahan Cipayung, Kec. Pasar Rebo sebagaimana tersebut dibawah ini
adalah tanah rh![ik adat atas nama LAW WAN LANG:

1. Tanah Persil 13a Kelas 8.1 Luas 5,500 M2

2. Tanah Persil 13b: Kelas S.IV  Luas 3.200 M2;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 2285 K/Pdt/ZOOT
Pembatalan sertifikat..., Diana, FH Ul, 2012: .




3. Tanah Persil 13a - Kelas S.IV  Luas 4.200 M2 -

4, Tanah Persil 4_‘3 Kelas S.I " Luas 1.800 M2
5. Tanah Persil9 - Kelas D.I  Luas 8.110 M2
8. Tanah Persil 48a Kelas D.I Luas 5.760 MZ

Bahwa berdasarkan hal térsebut. LAW WAN LANG telah lama tinggal dan
menetap diwilayah Kelurahan Cipayung (Kelurahan Cira‘cas) tersebut, sehingga
ia tidak lagi dikategorikan kedalam golongan Timur Asing/Tionghoa oleh
Pemerintah Cq. Kantor Jenderal Pajak Kantor Inspeksi luran Rehabilitasi
Daerah Khusus [bu Kota Jakarta. Disamping hal itu dikuatkan dengan
ket'érangan Warg*a setempat dan saksi-saksi bahwa ia LAW WAN LANG telah
lama (sebelum tahun. 1960) telah tinggal diwilayah tersebut dan telah menjadl
masyarakat adat setempat dengan istilah yang ada di masyarakat tersebut yang
hingga saat ini masih berlaku yaitu “cina betawi” (pekerjaannya beitani dan tidak
dapat berbahasa cina lagi melainkan berbahasa betawi dan memakai adat
betawi);

Bahwa selain itu pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melampaui
kewenangannya dalam mengambil pertimbangan tersebut, karena sesuai
. dengan sifat pemeriksaan perkara perdata adalah berdasarkan kebenaran
formil, dalam perkara a quo hanya cukup melihat kebenaran bukti formil yang
mana Pemohon kasasl (semula Terbandl"ng/Penggugat) mengajukan bukti-bukti
formil berupa P-1 s/d P-9 yang membuktikan kebenaran formil bahwa tanah
sengketa adalah milik Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat),
sehingga  seharusnya = Majelis  Hakim  Pengadilan Tinggi tidak
exnpertimbangkan darimana asal muasal tanah sengketa diperoleh LAW WAN

Hyumnya, dan oleh karena itu harus dibatalkan;
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No.2/1892 jo Keputusan
Menteri Dalam Negeri No. 26/DDA/M970 yang pada pokoknya menentukan
bahwa girik yang diterbitkan sebelum tahun 1960 adalah sebagai bukti
kepemilikan atas tanah;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia
Dirjen Pajak Nomor : SE PG .6/1993 tanggal 17 Maret 1993 tentang Larangan -
Penerbitan Girik / Petok D / Kekitir Keterangan Obyek Tanah menentukan
Girik/Petok D/Kekitir yang diterbitkan sebelum tahun 1960 adalah sebagai bulkti
kepemilikan atas tanah;

" Hal. 15 dari 21 hal, Put, No. 2285 !(/Pdt/20%
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Bahwa bukti yang dibuktikan oleh Pemohon Kasasi (semula
Terbanding/Penggugat) adalah Girik yang diterbitkan sebelum tahun 1960 (vide
Bukti P-2) yaitu pada tahun 1949 (vide Bukti P-5), maka berdasarkan hal
'tersebut Penggugat dapat membuktikan dasar kepemilikannya dan bukti
tersebut dtdukung dan dikuatkan oleh bukti berupa !

1. (BuktiP-5) : Surat Keterangan Kantor Direktarat Jenderal Pajak No. RIS
7760/WPJ10/K.I  2404/1997 tanggal 19 September 1897 yang
menerangkan pada poin 1. pada pencatatan Wajlb pajak tahun 1949,
tahun 1950 tercatat sebagai. tanah milik adat dengan C No. 229 atas
nama wajib pajak LAW WAN LANG, kemudian dtperkuat dengan :

2. (Bukti P-3) : Surat Keterangan Kantor Direktorat Jenderal Pajak No. RIS
9063/ WPJ 10/K.1 1204/1980 tanggal 10 Juni 1980;

3. (Bukti. P-4) Hasil Rincikan Tahun 1850 yang dilegalisir oleh Lurah
Cipayung MOCH, SOLEH;

.4, (Bukti P-6, P-7) : SPPT / PBB No. 31 72.011.002:002-0002.0 atas nama
LAW WAN LANG;

- 5, (Bukti P-8) Surat dan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPJ

Jakarta IV Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur-

Dua Nomor : S.378/\WPJ.20/KB.0204/2005 tanggal 16 Mei 2003;

Bahwa sesual dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama
pada halaman 31 alinea ke 2 adalah benar dan tidak dapat dibantah lagi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dlatas, maka pertlmbangan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKl Jakarta pada poln dua terbukti telah
arsalah dalam penerapan hukumnya, dan oleh karena ity harus dibatalkan;
Bahwa disamping:itu juga oleh karena Termohon Kasasi | dan Il serta

Termohon Kasasi (semula Pembanding | dan [ serta Turut
hnding/Tergugat 1) tidak dapat membuktikan keabsahan bahwa Termohon

k dari LAW WAN LANG maupun dari Pemohon Kasasl (semula Terbanding/
Penggugat) selaku ahli warisnya maka berartl Termohon Kasasi |, Il (Semula
Pembanding |, I/Tergugat I, Turut Tergugat) tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil
dan bukti-bukti Penggugat. Maka dengan demikian bukti Sertifikat Hak Pakali
yang dibuktikan Termohon Kasasi |, Il (semula Pembanding |, Il / Tergugat |,
Turut Tergugatyadalah diterbitkan melalui cara-cara yang bertentangan dengan
hukum sehingga Sertifikat tersebut ada cacat hukum dan tidak dapat duadakan

bukti hak sepanjang tanah yang disengketakan oleh Penggugat

Hal. 16 dari 21 hal. Fut. No. 2285 K/PdY2007
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Bahwa Tergugat | (semula Pembanding I) rmendalilkan bahwa ia
menguasai tanah sengketa tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor :
32/Kelapa Dua Wetan ténggal 29 April 1996 dengan dasar SK Kepala Kantor
wilayah BPN DKI! Jakarta tanggal 14 Desember 1995 No. 1.711.2/317/0%-
05/83/P/1985; '

Bahwa oleh karena sebagian dari bidang tanah yang tercatat dalam
Sertifikat Hak Pakai tersebut adalah milik Pemohon Kasasi (semula
Terbanding/Penggugat) yaitu seluas 8.110 M2 yang belum pernah dijual oleh
LAW WAN LANG maupun Pemohon Kasasl (semula Terbanding/Penggugat).
‘kepada siapapun sehingga timbul persengketaan Ini, maka 'seharusnya
Termohon kasasi | (semula Pembanding I/Tergugat [) dapat membuktikan
secara sah bahwa ia pernah membeli tanah tersebut dari LAW. WAN LANG
étaupun dari Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) untuk
melumpuhkan bukti-bukti yang .diajukan cleh Pemohon ' Kasasi (semula
Terbanding/Penggugat); '

Bahwa berdasarkan buku Sertifikat Hak Pakai Nomor : 32/Kelapa Dua
Wetan tanggal 29 April 1996 tersebut termaktub bahwa Sertifikat Hak Pakai
tersebut berasal dari ; Tanah Negara, bekas Hak Millk No. 8, 8, 10, 14, 12, 13,=
14 dan 16 / Cipayu'ng dan Bekas Mflik Adat yang telah dibebaskan oleh
Tergugat (dapat dibuktikan pada Gambar Situasi Sertifikat “Perincian Luas"),
dan diperkuat dengan jawaba"n Termohon Kasasi (semula Pembanding I/
Tergugat 1) yang disampaikan pada tanggal 5 Maret 2005 dalam perkara a quo

aitu halaman 4 poin 2 yang mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor

NN

1)

}0 seb, 11 seb; 12 seb, 14 seb, dan 15 / Cipayung dan Bekas Milik Adat
2229: C. No.135; dan C. No.741 berdasarkan penyerahap/pe!epasan hak
para pemiliknya, ,

£ Bahwa ternyata Termohon Kasasi |, I (semula Pembanding |, W/Tergugat
| dan Turut Tergugat membuktikan (vide Bukti T.T.10.dan T.T.11) bahwa
penyerahan / pelepasan hak dari pemilik C. No.229 yaitu LAW WAN LANG
adalah pada tanggal 8 Desember 1979, sedangkan LAW WAN LANG sendiri
telah meninggal dunia sebelumnya yaitu pada tahun 1967 (vide bukti P-9 dan P-
10, dan juga nama-nama yang menyerahkan / melepaskan hak tanah adat
tersebut yang didalilkan oleh termohon Kasasi Il (sem{lla Pembanding II/Turut
tergugat) selaku pemegang warkah Sertifikat Hak Pakal dalam sengketa a qud
yaitu dari Sdr. HADI JUMIA WIDJAJA, Sdr. MURTADO, Sdr. JUMALIS dan MAT
ALI kesemuanya tidak satu pun mempunyai hubungan darah ataupun hubungan

Hal, 17 darl 21 hal, Put. No., 2285 K/Pdt/2007,
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hukum dan LAW WAN LANG dan Pemohon Kasasi (semula Terbandmg/
Penggugat) ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon Kasasi i Il (semula -
Pembanding 1, 1l / Tergugat [, Turut Tergugat) serta Tergugat Il (semula Turut
Terbanding / Tergugat I}) tidak dapat membuktikan keabsahan penyerahan /
pelepasan bekas tanah milik adat C. No. 229 atas nama LAW WAN LANG,;
sehmgga nyata-hyatalah penyerahan/pelepasan hak tersebut bertentangan
dengan hukum dan oleh karena itu pula. nyata-nyata secara sah membuktikan.
dan menguatkan bahwa Penggugat selaku pemilik tanah milik adat C. No.299
yang belum pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun terutama kepada
Termohon Kasasi (semula Pembandlng I/Tergugat 1);

Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Pertama pada halaman 30 alinea ke 3 adalah sangat tepat dan tidak dapat
dibantah kel;enarannya lagi, yaitu yang mempertimbangkan “bahwa atas fakta
hukum tersebut  diatas baik Tergugat !, Il dan Turut Tergugat dalam
sangkalannya ternyata tidak berhasil melumpuhkan dalil gugatan Penggugat
maka gugatan Penggugat Petitum 2 dan 4 dapat dikabulkan, sehingga
karenanya Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah atas tanah seluas 8.110
M2 dengan bukti Girik/Letter C No.229 Blok D.l atas nama LAW WAN LANG
yang terletak di wilayah RT, 002/RW.011, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas
(dahulu Kec. Cipayung) Jakarta Timur” ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dlatas maka terbukti secara sah
ohon Kasasi |, dan Turut Termohon Kasasi (semula Pembanding | dan

Terbanding/Tergugat |, 1) menguasaf tanah tersebut dengan cara
n hukum apalagi terbukti secara sah melakukan pengusiran secara
erhadap Pemohon Kasasi (semula Terbandlng/Penggugat) dari tanah
jegyut, oleh karenanya mohon kepada Hakim 'Ag‘ung Yang Mulia untuk
i yatakan Termohon kasasi | dan Turut Termohon kasasi (semula
Pembanding | dan Turut Terbanding/Tergugat | dan I) terbukti secara sah
melakukan perbuatan melawan hukum:;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Bahwa alasan- alasan/keberatan Pemohon Kasasi tersebut dapat
drbenarkan karena Judex Factie (Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan
hukum dan telah melampaui batas kewenangannya

Hal. 18 darl 21 hal Put. No. 2285 KJPdUZOO%
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. Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti harus dibatalkan

dan Mahkamah Agung akan méngadi!i sendiri dengan pertimbangan berikut ini :

) 1. Bahwa tanah séngketa berdasarkan BL;kti*'P.l adalah a.n. LAW WAN
LANG, berdasarkan Letter C No.229 dengan luas 8.110 M2 tertanggal 26
September 1978, '

2. Bahwa Buku Desa |/ Letter C adalah merupékan bukti tentang
kepemilikan / hak seseorang atas tanah, karena setiap perpindahan hak
atas tanah harus tercatat dalam Buku Desa, &i‘allam bukti P4 tanah
sengketa dalam Buku Desa / Letter C tercatat an. LAW WAN LANG
berdasarkan hasil perincian tahun 1850; '

3. bahwa berdasarkan Bukti P5, sampai tanggal 19 September 1979 tidak
ada peruba'han nama atas tanah sengketa, tetap atas nama LAW WAN
LANG herdasarkan konversi; ‘ ;

4. Bahwa ahli waris tidak pernah merasa menjual tanah sengketa;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat

Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

kasasi dari Pemohon Kasasi : ANTJIN GANTON dan-me;nbatalkan putusan

Pengadilan Tinggi Jakarta No. 14!PDTIZOO7?PT.DKI tanggal 30 April 2007 yang -

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 285/PDT.G/2004/

PN.JKT.TIM tanggal 26 Oktober 2005 serta Mahkamah Agung mengadil

sendiri perkara . ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan

w

AT Jd'bawah ini ; _ :
‘V .
e\ Menimbang, bahwa oleh karena Termohon:Kasasi berada di pihak yang

; Y\Y
@zz ) maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua
~4 ‘

ngigat peradilan ;
\&J:;j Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004,

oflang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan |

MENGADILI @~

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasl : ANTJIN
GANTON, tefsebut :
3 Membatalkan putusan  Pengadilan Tinggl Jakarta No.
14/PDT/2007/PT.DKI tanggal 30 April 2007 yang membatalkan- putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 28.5/PDT.'G/20‘O4/PN.JKT.T[M tanggal 26 -
Oktober 2005;

Hal, 19 darl 21 hal, Put, No. 2285 K/Pdt2007
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, - MENGADILI SENDIRI ; -
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Terghgat . 1l dan Turut Tergugat tersebut ;
DALAM PROVISI :
- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; v
2. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum LAW
WAN LANG; o
@ Menetapkan tanah seluas 8.110 M2 dengan bukti Girik / Leter C No.229
Persil 9 Blok D.I atas nama LAW WAN LANG yang terletak di Wilayah
. Rt.002/Rw.011Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas (dahulu
' Kelurahan_gCipayung, Kecamatan Pasar Rebo) Jakarta Timur, dengan batas-
batas tersebut dalam posita gugatan ini adalah sah milik Penggugat; .-
4. Menyatakan Tergugat | dan Tergugat [l telah melakukan perbuatan melawan

d

hukum; »
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No.32 Kelapa Dua Wetan atas -nama

Tergugat | cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. -
sepanjang tanah seluas 8.110 M2 sebagaimana batas-batas tersebut dalam

posita gugatan Penggugat; ~

' @ Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk

menyerahkan seketika tanah terperkara kepada Penggugat dengan bebas
\s- beban dan tanggungan apapun dan kaiau perlu dengan bantuan aparat
Mg berwenang (bij sterke arm); v | '
erintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap
jusan Pengadilan dalam perkara ini; ~

. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat | dan Turut Tergugat untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat
kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ~

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 oleh DR. H. PARMAN

SOEPARMAN, SH.MH Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.MH dan-R. IMAM

HARJADI, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oielj,Ketua Majelis beserta

: Hal. 20.dari 21 hal. Put, No. 2235 K/Pdvzoov/{
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Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SATRIYO BUDIYONO, SH
Panitera Pengganti dengén tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : ' ~ Ketua:
Ttd . Ttd

H. IMAM SOEBECHI, SH. MH. DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH. MH.
Ttd '

R. IMAM HARJADI, SH.
Panitera Pengganti :

i‘:“
ai...... .Rp. 6.000,- Ttd

edaksi....... Rp. 1.000,- SATRIYO BUDIYONO, SH.

Pembatalan sertifikat..., Diana, FH UI, 20321 dari 21 hal. Put. No.2286 K/Pd/2007
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H. RIZUL SUDARMAD!, 84

PELEPASAN HAK

=
=

Nomor

88 ;

//,///

/‘/

™ Pada hari ini. Selasa tanggal sembilanbelas Juli duaribu

sebelas (19-07-2011). pukul lﬁ.ﬁﬁ WIB (limabelas lewat

limabelas menit Waktu Indonesia Bagian Barat):
- Berhadapan dendgan Sava,.ADITYA?PUTRQ PATRIA,. Sarjana ——-—
Hukum,. berdazarkan Kepuhbusan Maiéiis Fengawas Daeral —-———-—
Notaris Kota Administrasi Jakarta‘Timur tanggal ———————we
sembilan Juni duaribu sebelas (09-06-201L) Nomor 86/CUTI-

MPDM.  Jaktim/VWI/2011l. selaku Pengganti dari Haji RIZUL

SUDARMADI. Sarjana Hukum. Motards di Jakanta, dengan -—-—-—-—-

gihadiri oleh saksi-saksi vang sava,. Motaris kenal. dan

akan disebutkan pada bagian akhir akta ini z —————————www

Lo .

ruan ATJIIN GANTON. lahir di Jakarta pada tanggal

duapuluh delapan Desember seribu sembilanratus tiga-

pulub (28-12-1930), Buruh, Warga Negara Indonesia.

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patil. Rukun

Tetangda 001 Rukun Warga 004. Kelurahan Kelapa Dus

Wetan, Kecamatan Ciracas., . Jakarta Timur, Pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor = 09.5410.081230.0075:

Nyonya LAUW GIN NIO. lanhir di Jakarta pada tanggal
dua Pebruari seribu sembilanratus tigapuluh enam ----
(92~02¥l936j, Ibu Rumah Tangaa, Warga Magarag e
Indonesia. bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rava
Ciracas Momor 1, Rukun Tetangg& 002 Rukun Warga 011,
Kelurahan Kelapa Dua wetan,gKecamatan Ciracas, -———-—
Jakarta Timur., Pemagang Harﬁu‘?anda FPenduduk nomor

5004 . 1209/ 47023600243 —mmmef oo oo

Nyonya LAUW EN NIO, lahir?di Jakarta pada tanggal

dugpuluh satu HMei seribuy ‘sembilanratus. empatpul uh

Bty

(Z1-05-1941), Ibu Rumah : Tangga, Warga MNegara
- : ;

e
T

..., Diana, FH UI, 2012
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Indoriesia. bertempat tingga} di Jakarta. Jalan ————=
Jelambar a&ladin MHomonr 71,;RuKun Tetangga 007. RUkun
Warga 0046, Kelurahan Pejaga?an, Kecamatan —————womswa
Penjaringan, Jakarta Utara,%Pemegang Kartu Tandg ——-—
Penduduk nomor : 3172016105410008; ————mr———=i——w=—
Tuan SAMAD, lahir di Jakar?a pada tangual tigapuluh
Oktobar seribu sembilanratds Ghampulull enam ot
{30-10-1966). Warga Negara Indonssia. bertempat -——-—
tinggal di Jakarta. Kelapaéoua Wetaim, Rukun Tetangaa
002 Rukun Warga 011, Kelurahan Kelapa Dua Wetan., ——--
Kecamatan Ciracas,. Jakarta Timur. Pemegang Kartu ——-—
Tanda Penduduk nomor = 02.5410.301066.0335; ————————
Nyonya SAMAH. lahir di Jakarta pada tanggal tigapuluh
Desember seribu sembilanratus empatpuluh enam ———————
{30~1ﬁ—19463, Ibu Rumah Tanéga, Warga Negarg ————————
Indonesia, bertempal tinggal di  Jakarta. Ciracas.,
Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 006, Kalurahan Clracas

Kegamatan Ciracas. Jakarta Timur. Pemeganyg Kartu

" Tanda Panduduk nomor : 02.5410.701246.0808; ————mm—mm—

Nyonya UNARY MURTADI. lahir di Jakarta pada tanagal

| enam Januari seribu sembilanratus limapuluh satu ---

(06-01-1951), Wiraswasta. wérga Negara Indonesia., -

| bertempat tinggal di Jakarta. Jalan Pasar Senen Dalam

( VI/16 D. Rukun Tetandga 014 Rukun Warga 004, ———————m

Kelurahan $Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, ———--
Pemaedganda Kartu Tanda Penduduk nomor @ e
09.5004, 450151, 00095 == =mmmmm s
Tuan KOMARIA MURTADI. lahin d; Jakarta padas tanggal
limabelas Desember seribu sembilanratus limapuluh dua

{15-12-1952). Wiraswasta. QWa%ga Negara Indonesia.
bertempat tinggal di Ja/arta Jalan Pasar Senan Dalam

VI/16 A, Rukun Tetanaga 0l4: Rukun Warga 004, ~—————-—

Pembatalan sertifikat..., Diana, FH Ul, 2012
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P

9.

&

[

P
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o
-

/////
| Xelurahan Senen, Kecémaﬁan Senen, Jakarta Pusat.
Pamegang Kartu Tanda Pend@duk ROHIGE & —bissssnsmeisies
09.5004.151252.0300; ———— } ——————————————————————————————————
Nyonya LAU LIE TJE, lahir di Jakarta pada tanggal
tujuh Mel seribu Sembilanﬁatus Limapululi tiga, =oiess
(07m05-i953), Ibu Rumah T%ﬁgga, Warga MNegara ——-———-—

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor. --——-

Kampung Cibangau, Rukun Tetangga 01 Rukun Wairga 03,

Kelurahan Singabangau. Kecamatan Tenjo. Kabupaten ---
Bogor. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor i =
JZ.03. 2004705355 018160 —— =5 i e I

Nyonya'LAUW SURJANI,. lahir di Jakarta pada tanggal
duabelas . Juni seribu sembilanratus tuluhpuluh -
(1Z2-06—-1970). Karyawati. Warga MNegara Indonesia, ———
‘bartempat tinggal di Jakarta. Jalan Sawah Lio IV Gang
4 Nomor 18. Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 005,
Relurahan Jembatan Lima. Kecamatan Tambora, Jakartas

Baratb., Pamegang Kartu Tanda Pendudul nomor o -

0P.5302.520670.0329; &5 N e
Menurut keterangannya paenghadap tersebut bersama-samsa
dalah para (segenap) ahli warls dan ahli waris —-we
engganti dari almarhum LAW WAN LANG (LAU WAN LANG).

ebagaimana tercantum dalam Akta Keterangan Hak Waris

tertanagal duapuluh Aprilduaribu sebelas (20~04-2011)

Nomor 24. dibuat dihadapan RAWAT ERAWADY. Sarjana

Hukumy HoEarils di ROTE BaKAE1F ————— s i e
= Bersama-zama selaku "Pilhak yéng;melepaskan hak”™ untuk —-—
sglanjutnya disebut : _‘“;__““%"“”“““___~”~~_”f ---------------------
—————————————————————— PIHAK péRTQMA e R e i i s
II.Tuan Doktorandus GHOZALI AMIRSYAH, lahir di Jakarta

pada  tandgal dua Mel seribu sembilanratus limapuluh

sambilan (02-05-195%), Jabaﬁan‘ﬂepala'sagian Umiim —=—e-

Sy

Pembatalan sertifikat..., Diana, FH Ul, 2012.



Pagawal. Badan Kepeagawaian Neq?ra'ﬂantor Regional V BKH
Dasrah Khusus Ibukota Jakaﬁté, Warga Megara Indonesia,
bertempat tiﬁqgal di Kota Bek%si, Komplek BRI MNomor 50.
Rukun Tetangga 005 Rukun wargé 002, Keslurahan Jaka ——-—
Sampurna. Kecamatan Bekasi B%fat, pemegang Kartu, Tanda
Penduduk nomor = 327502020559@013, untuk sementara ———
lberaéa di Jakarta: ~wwrﬂwwmuw; ————————————————————————————
- menurut Keterandgannva dalam;hal ini bertindak dalam -
jabatannva tersebut vang . berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA
BADAMN KEPEGAWAIAN NEGﬁRélNomor : O5/KEP/2011 tertanggal
tiga Januari duaribu sebelas (03-01-2011) ditunjuk ——--
sebagal PEJABAT PEMBUAT KOMITHMEN pada Kantor Regional ¥V

Badan Kepegawaian Negara Tahun éAnggardan 2011 (duaribu

sebel SR TR NS RSSO - S
- Selaku "Pihak yang menerima pelepasan hak™. untuk -
selanjutinya disebut @ ————r——————=————= e
i b PTHAK  KEDUA, ~ e
- Para penghadap telah dikenal oieh sava. MNotaris. ———————
P = Para penghadap bertimdak_dalaﬂfkedudukannya tersebut dl
atas menerangkan terlebih dahulu{bahwa PIHAK PERTAMA —————
; adaléh’pemilik/yang bErhak atas * ————— e
}, sebidang tanah Hak Milik adat Persil MNomor 2. Blok

| 0.1, Kohir MHomor C.229. seluas * 8.110 M2 (kurang --

;
% lebih delapanribu seratus; sepuluh meter persegi).
| .

| vang terletak di Propinsi Dae#ah Khusus Ibukota -—-—-
Jakarta. Kota Jakarta Timuﬁ, Kecamatan Ciracas. -
Relurahan Kelapa Dua Wetah (dahulu Kecamatan Pasar
Rebo. Kelurahan Cipavung) 3en§an batas—batas sebagal
baerikut : ————~——~————————;—~{ —————————————————————————————————
= Utara i aakEn PR CITREREE e

=~ Timur : Jalan Setapak/Perkampungan Rt.002/011: -

= GElatan 3 GRENY WANLONE oo s s e

T

i
l
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KANTOR MOTARIS
H. BIZUL SUDARMADI, SN

J_ALU-ALY Mo, § RAWAMARGUN
JAKARTA - 132290

......

’:’éérat » Jalan Masiid ﬁﬁmTaufiK; 2 o e e T A
- Baik sudah dikonversi meﬁjadi (sebagian dari) ————
Sertifikat Hak Pakai Nomorf&ﬁzxelapa Dua Wetan atas
nama Pemerintah Daerah Khu%us Ibukota Jakarta (PEMDA
DKI Jakarta) maupun balum; ———— = — e e
- Yang diperoleh/dimiliki oleh PIHAK PERTAMA ————-r-

berdasarkan alat bukti/petunjuk sebagai berikut : --

1. Surat Ketetapan Iuran Rehabilitazi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta-Rava Kohir Nomor C. 229. Persil 9
Blok D.I. vang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi

Turan Pembangunan Dasrah Khusus Ibukota Jakarta

atas nama LaW WaN LAaNG; ————— e e e
[2" surat Keterangan  tertanggal sepulubh Juni seribu
sembillanratus 6elapanpd1uh (10~06~-1980) MHomor
Ris ?O&EXWPJ/lO/KI,1204?l980 vang dikeluarkan —---—

oleh Kepala Inspeksi Ipéda Ja i et e — —— — - e

[

. Surat Pernvataan ATJIH:GQNTON tanggal empal Juli
dJuaribu sebelas [04w07~2011) tentang nama LU WM

LANG sama. dengan LAW WaAM LAMG: ————r———————mm e

l 4. Surat Keterangan Tidak: Sengketa tertanagal enam

Juli duaribu sébalaa f06—07—2011) vang telah
’ diketahui oleh Lurah;Kelapa Dua Wetan nomor
i 259/1.711.1 tandggal de}apan belas Juli duaribu
| sobelas [LE-OT-DELEYy —lomdommm oo o

5. Suralt Pernvataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

. (Sporadik) tanggal delapanbelas Juli duaribu
; sebelas (18-07-2011) dari Lurah Kelapa Dua Wetan:
(62-8urat Ketsrangan Tenﬁang Riwayat Tanah nomor
258/1.711.1 tertanggal del%pan belas Juli duaribu
sebelas (18-07-2011) dari Lurah Kelapa Dua Wetan:
’?. Copy Buku Daftar Leter C vang telah dilegalisir

Lﬁkurah'Kelapa L e o L R
T . .

.,
——

Pembatalan sertifikat..., Diana, FH Ul, 2012.
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”giﬂaambar Lokasi /Batas Taaah ATJIIN GANTON: e
Satu dan lain sesual dengén Putusan Kasasi Mahkamah
Agung. Republik Indonesia Nomor 2285/K/PDT/2007 —————
tanggal duabelas Meli duaribu delapan (12-05-2008), -
berhubungan pula dengan Surat Penetapan tertanggal
duapuluh dua OKtober duaribu sembilan (22-10-2009)
Nomor : 37/2009 EKs/PN.JKL.Tim vana dikeluarkan oleh
Pengadilan Megeri Jakarta Timur. vang telah diproses
Fengangkatan Sitanva sesual Surat Permohonan =——--e-
Penaangkatan Sita Eksekusi dari Pengacara/Kuasa ——~—
Hukum PIHAK PERTAMA tartangaal tuijuh Julil duaribu
sebelas (07-07-2011) dan Keputusan Gubernuir Provinzi
Daerah Khusus Ibukota Jakérta Homor 617/2011 tanagal
duapuluh sembilan April duaribu sebelas (29-04-2011)
tentandg pendghapusan assat bemerintah Provinsi Daeirah
Khusus Ibukota Jakarta befupa tanah seluas $.110 M2
(delapan ribu seratus seéuluh meter persegi), vang
terletak di Kelurahan Keiapa Dua MWetan, Kecamatan
Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur. vang ——---
meirupakan sebagian dari Hak Pakai Maomar I2/Keldps

Dua Wetally =i -

- Surat-surat tersebut asyinya telah diperlihatkan -

kepada sava. Notaris dan éopynya dilekatkan pada -——-

minuta akta inif e T
b~ gelaniutnya disebut "0b§ek pelepasan hak": -——w—-—-
— Bahwa PIHAK KEDUA menyetujui untuk menerima pelepasan ——
hak atas obyek pelepasan hak tersebut di atas dari PIHAK
PERTAMA: —— e e e e
- Selanjutnva berdasarkan hal-hal tersebut diatas para -——
| pihak menerangkan bahwa pelepasan hak ini dilakukan dan
% diterima dengan memakai svarat-svarat dan ketentuan ———

. kKetentuan sebagal berikut @ -
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e Pasal 1. ———=——————m——— e
~ PIMAK PERTAMA dengan ini mengikatkan'diri LRl eeserasmsmns
malepaskan hak dan |ﬂ@nverahkan “kepada RIHAK KEDUA  vang
mengikatkan diri untuk menerima pelgpasan dan penverahan

dari PIHAK PERTAMA atas obvek pelepasan hak. ~—————————=wm-

‘— Pglepasan hak atas obvek pelepasan hak tersebut --——————-

dilangsungkan dan diterima dengan harda Rp. T 2T 500~/
{dua juta duaratus sembilanpuluh 'tujuh ribu limaratus —---
rupiah) per meter persedi atau seluruhnya sebesar —————w—-
Rp. 18.632.725.000,~ (delapanbelas milvar enamratus tiga -
puluh'dua juta tujuhratﬁs duapuluh lima ribu rupiah). ——-—-
Jumlah uang mana akan dibayarhaﬁ oleh PIHAK KEOUA kepada
PIHAK PERTAMA segera setelah aKté fmivgigandatangani —————
melalul Kuasa Pendgguna ﬂnggaran?Kantcr Regional V Badan
Kepegawalan MNegara (BKN) Jakarté atas beban DIPA Kantor
Regional V Badan Kepsgawalan Heg;ra (BKM) Jakarta Tahun ——

anggaran 2011 (duaribu sebelas). Homor DIR 0078/088~01.2.
01L/11/2011 tertanggal sepuluh Deéemb&r duaitibu sepuluh
(10-12-2010) déhgah‘dara”pembayafan vang akan diatur lebih

lanjut da Sl Pe b ot S OMIsE A B — - e e

-~ Ohyvek palepasan hak tersebut di atas terhitung mulai
hari dan tanggal akta ini ditan@a tangani. berpindah ———-
menjadi kepunvaan dan hak PIHAK KEDQQ menurut keadaan —--—
nvata pada hari ini dan segala H&K, Kewajibén, keuntundgan
serta kerugian dari obyek pealepasan hak tersebut -—————---
selanjutnva meniadi hak dan tanggungan dari PIHAK KEDUA; -
= PIHAK PERTAMA berianii dan mengikatkan dirli untuk
mambantu  terlaksananva permohonan 'hak (SertipiKat} atasn
obvek pelepasan hak kepada/ atas nama PIHAK KEDUA sendiri

atau pihak lain vang dituniuk oleh PIHAK KEDUA termasuk

.”melep&skanfmengangKat sita eksekusi atas obvek palepasan
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—————————— e —————— Pasal-3. - — = e e
- pIHAK PERTAMA dengan ini menjamin  dan menandgaundg BIHAK
KEDUM . bahwa obvek pelepasan hak taersebut adalah benar-
bhenar' Kepunyaan dan hak dari PIHAK PERTAMA sendiri. —————
tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. tigak —————
sadang dalam sengketa. bebas dari segala sitaan selain ——
dari perkara vang telah diputus dalam tingkat kasasi =
tersebut diatas dan tidak sedang dibebankan Kkepada pilhak
lain dengan cara apapun dan apabila hal ini tidak benar
maka PIHAK PERTAMA wajib nancaganti segala KerugianAyang
diakibatkan oleh tuntutan pihak .atau orang lain wvang -
menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut berhak
atas obyeK pelepasan hak tersebdt yang harus dibayar ——-——
seketika dan sekaligus sebesar iumlah yang telah ——————"—~
dibayarkan oleh PIHAK KEDUA Kepéda PIHAK PERTAMA ——————~

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 diatas dendaan bunga vand

lazim menurut hukum yand berlakg. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
———————————————————————— Pasal-4. ————=————-———TTTTTTTTTTT
- PLHQ( KEDUA manarandkai. bdhwa PIMAK KEDUA telah —o—oemee

mengatahu1 hal dan k&adaan darl ocbyek pelepasan hak e
tersebut dan oleh Kargnanva PIHAK - KEDUA dikemudian hari

tidak akan mengajukan tuntutan mengenai perbedaan Ukuran

“ukuran atau batas-batas pekarangan dan cacat-cacalt bailk

VAN terlihat maupun yvand Ctersemnbunyi tentang obvek
pelepasan hak tersebul terhadap PIHAh PERTAMA. —————— ===~
———————————————————————— Pasal-5. ————————mmomTmTm oo T T T

- obvek Pelepasan Hak telah dikuasal oleh PIHAK KEDUMA -
sehingga penyerahan obyek Jual Bell secara fisik tidak -——-—
diporiukan Jagii ~—rmerm SRS s T

— PIHAKX PERTAMA menerangkan dengan ini telanh membari Kuasa

. kepada PIHAK KEDUA . dan
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paik bersama-sama maupun sandiri%gendiri, dengan hak untuk
memindahkannva Kepada pihak lain. Kkuasa mana tidak dapat
dicabut atau dibatalkan dan adalah merupakan bagian vang
tidak terpisah dari akta pelepasan hak ini. vandg mana akta
pelepasan hak ini tidak akan dibuat dan ditanda tanaani
tanpa adanva kKuasa-kuasa tersebuF, dan Kuasa-Kuasa ———--~
tersebut tidak akan berakhir kar?na sebab-sebab vang ————
menghapuskan Kuasa .dianta}ényaitetapi tidak terbatas ---
pada kKetentuan yvandg tercantum délam pasal 1813 Kitab -———-—
Undang-Undang Hukum Perdata untu# mamohon sesuatu hak alas
tanah tersebut di atas kepada pi%ak vang berwenang apablla
nal tersebut diperbolehkan uﬁtuk 1 atas nama FPIHAK
KEDUA satu dan  lain, mequrut %etentuan—ketentuan PR
Undanu—Undang Pokok Agraria t%hun seribu sembilanratus
enampuluh (19260) nomor 5 serta p?raturanfperaturan e
lainnya, dan/atau untuk menjual étau mengalihkan obyek --—-
pelepasan hak dalam bentuk dan Céra apapun Kepada siapapun

dengan. ketentuan dan syarat vand dianggap balk dan/atau

dikehehdaki oleh PIHAK KEDUA; - ; = - T e e e
- Untuk Keperluan itu membuat dan menanda tangani ——--—
akta—akta. Tormulir-formulir dan surat surat permohonan
dan lain—-lain surat. menghadap di mana perlu. meminta —-—
dan memberikan segala Kketerangan vang diperlukan,—---—-
membavar segala pembavaran wvang diwajibkan dan meminta
kwitansinva, menverahkan segala puktimbuhti dan  suprat-
surat vand berhubungan dengan obvek peslepasan hak. —————--
menverahkan apa vang dijual dan menerima pembavaran. sarta

memberikan kwitansinva, menerima surat-surat berharga dan

csaeterusnya melakukan segala perbuatan vang dianggap baik
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dan diperlukan untuk hal-hal tersebut diatas satu dan lain

tidak ada vang dikecualikan. ————————————m oo o s

—————— e e Bl By e s S

Pajak Penghasilan (Pph) atés Palepasan Hak atas ‘tanah
tersebut dibayar oleh PIHAK PERTQHQ sedangkan ongkos akta
ini dan seluruh bilava pengurﬁsaﬂ sertipikat tanah obvek
Pelapasan Hak ini menjédi ke atas nama PIHAK KEDUA dibavar

dan ditangaung oleh PIHAK KEDUAZ —====m===mm=mmmmm e

~~~~~~~~~~~~ I :ﬁasaiL7- i i i
- Tentang akta ini. dan den%ﬁn segala akibab-akibatnva
kedua belah pihak Lelabh memiﬁih tempat tinggal kediaman
hukum (domisili) vang umum jdan tetap di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Timur di JaKarta. —-——--—-—wws e
————————————————————— DEMIKIAN AKTA INI =——=—————————————
- Dibuat dan diselesaikan di jakarta, pada hari dan

tangeal tersebul pada awal aKta ini, dengan dihadirl olah
saksi-salell : —— AEE e e T G T T
- Tuan boktorandus SYARIFUDIN. Camat Ciracas. bertempal
tinggal di Perumahan Karvawan DKI. Rukun Tetanuga OL1.

Rukun Warga 001, Kelurahan Pondok Kelapa. KXecamatan

Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda ——————-—
Penduduk nomor 09.5407.010173.8588; ——————— === ===

- Tuan KOMARUDIN. Sarjiana Ilmu Pemerintahan, Lurah Kelapa
Dua Wetan, bertempat tinggal <i Jalan Penganten Ali.
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Clracas.,

Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda

Perduduk. Homor 09.5910. 020666 Q221 ; — o
-~ Nona DEWI MUSTIKA SARI, Sarjana Hukum, Magister —————-

Kenotariatan, pegawai kantor Notaris. bertempat tinggal

L di Jakarta. Jalan Cempaka IX Nomor 6. Rukun Tetandgaa 005

“\\
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o

Rukun Warga 010, Kelurahan Malakasari. Kecamatan Duren
Sawit. Jakarta Tinur. pemegang Kartu Tanda Penduduk -

| HEinEE 5. U9 BA0L.SLLZBT JOLE] i e o
o Segera setelah akta ini dibacaﬁan oleh sava. HNotaris.

kepada para penghadap. dan para %aksi, maka ditanda ~-————-
tanganilah akta ini oleh para pehghadap, para saksi dan -
sava. Notaris. Sedangkan‘penghadép Nyonva LAaW EN NIQ ——-—-—
membubuhkan cap ibu jari karena ﬁenurut keterangannva —-—-—-—

tidak belajar menulisy === se s

i

- Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, vaitu berups 1

{zatu) tambahan dan 1L (satu) coretan dengan gantian; ———

[

~ MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.
R N e S DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN. --

Notaris Pengganti di Jakarta.

"""""

(ADITYA PUTRA PATRIA,SH)
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PENGHAPUSAN ASET PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

Menimbang

L}

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
o IBUKOTA JAKARTA ‘ :

NOMOR 617/2011

TENTANG ;

[ 3

IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH SELUAS 8.110 M? TERLETAK
DI KELURAHAN KELAPA DUA WETAN, KECAMATAN CIRACAS,
: - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa tanah seluas 8.110 m? (delapan ribu seratus sepuluh meter
persegi) yang merupakan sebagian dari aset milik Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta berdasarkan sertipikat Hak
Pakai Nomor 32/1996 Kelurahan Kelapa Dua Wetan seluas 17.775 m?
(tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) telah
menjadi obyek sengketa di Pengadilan karena digugat kepemiiikannya

oleh Sdr. Antjin Gaton; .

b. bahwa sebagal pelaksanaan putusan Pengadilan Nomor 285/Pdt.(/2004/
PN.JKT.TIM jo Nomer 14/PDT/2007/PT.DKI jo Nomor 2285K/Pdt/2007
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penetapan Eksekusi
dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 37/2009.Eks/
PN.Jkt.Tim tanggal 30 September 2009, serta memperhatikan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat® Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor § Tahun 2C11 tanggal 5 April 2011
lentang Perselujuan atas Pelaksanaan Pelepasan dan Penghapusan
Aset Tanah di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas,
‘Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu menghapus aset berupa tanah
seluas 8.110 m® (delapan fibu seratus sepuluh meter persegi)
terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota
Administrasi Jakarta Timur dari daftar inventaris barang daerah:;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
- huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Penghapusan Aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta berupa Tanah seluas 8.110 m? terletak di Kelurahan Kalapa
Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur;
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Mengingat

Menetapkan

. KESATU

10.

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

.Uhdang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta sebagai ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 fentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan

Baa‘ang Daerah;

. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasal Pemerintah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta; '

. Peraturan Gubemur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daeral;

Peraturan  Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN ASET PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH
SELUAS 8.110 m* TERLETAK DI KELURAHAN KELAPA DUA WETAN,
KECAMATAN CIRACAS, KOTA ADMIN ISTRASI JAKARTA TIMUR.

Menghapus aset Pemanntah Provinsi - Daerah Khusus lbukota Jakarta
berupa tanah seluas 8.110 m? (delapan ribu seratus sepuluh meter persegi)
terletak ‘di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, 'Kecamatan Ciracas, Kota

Administrast Jakarta Timur sebagian dari seriifikat Hak Pakai Nomor
32/1996 dari daftar inventaris barang daerah.
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KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
: lbukota Jakarta untuk memproses penghapusan aset sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU dari Daftar inventaris Barang Daerah.

KETIGA :  Keputusan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 29 April 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

Tembusan :

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Rara Asisten Sekda Provinsi DKl Jakarta
Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

. Walikota Jakarta Timur ‘

. Kepala Biro Hukum Setda Provinsl DKI Jakarta
@%) Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara
10. Sdr. Antjin Ganton '

o e DR %

~N o
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_KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOYA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 201
;

TENTANG

. PERSETUJUAN ATAS PELAKSANAAN PELEPASAN !f)AN PENGHAPUSAN ASET
l TANAH DI KELURAHAN KELAPA DUA WETAN, KECAMATAN CIRACAS,

Menimbang

- Mengingat

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA ;TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- a. bahwa berdasarkan Surat Nomor 25.(.51/#1.7‘! 1 tanggal 8 Novembe:

2010, Gubernur Provinsi DKI Jakarta t‘iblah mengajukan permoheora:
persetujuan atas pelaksanaan peIepa‘Isan dan penghapusan tanai
yang berlokasi dj Kelurahan Kelapa Lhia Wetan, Kecamatan Ciracas.

Kota Administrasi Jakarta Timur;

!
)

b. bahwa permohonan persetujuan tersetiut pada hyruf a, dalam rangic
melaksanakan Putusan Mahkamah “Agung  Republik Indonesi:
Nomor  2285K/Pdy2007 tanggal 1z Mei 2008 dan Tegurar
(Aanmaning) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Moo
37/2009.E!(S/PN.Jkt.Tim tanggal 30 Ser'tember 2009;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan_sv:;bagaimana dimaksud pad
huruf a dan b, perlu menetapkan Kzputusan Dewan Perwakils;,
Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khuzus Ibukota Jakarla tentaing;
Persetujuan Atas Pelaksanaan Pelepasan dan Penghapusan Azzt
Tanah di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatar Ciracas, Koia
Administrasi Jakarta Timur. :

£ A Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentykan

Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara - Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tembahan Lembaran Negarn
Republik Indonesia Nomor 4389): .

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2'@04hientang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Irdonesia Tahun 2004 Nomer
125, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 4437}
Sebagaimana telah beberapa kajj diubar terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lmbaran Negara Repuplii-
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844).
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10.

11.

T2

g '

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 l(entang Perimban:,.
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dac

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomar 1%
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerinlal
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai Ibukota Reds: -
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik (ndans: i~
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahgn Lembaran Negara Repu'.’
Indonesia Nomor 4744); .

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 lentang  Majei:
Permusyawaratan Rakyat, Dewa.:_ﬁ;' Perwakilan Rakyat, Dewi:
Perwakilan Daerah,” dan Dewan’ Perwakilan Rakyai Daci .
(Lembaran Negara Republik Indorigsia Tahun 2009 Nomor i7...
Tambahan Lembaran Negara Repub ik Indonesia Nomor 5043);

. Peraturan Pemerintali Nomor 24 T-_-fzhun 2004 lentang Keduduks:

Protokoler dan Keuangan Pimpinan ilan Anggota Dewan Perwalkil:
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Mo - -
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengs.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembar:
Negara Republik Indonesia Nomor 4712):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolas
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tali:
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonssix
Nomor 4578); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tenlang Pedom::
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah tento.
Tata Tertib 'Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negai:
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembar::,
Negara Republik Indonesia Nomor 5104),

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahtin 2006 tentang Pengelola::,

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaren“Negara Republik Indoncsi:
Tahun 2006 Nomor 20, TambahanI Lembaran Negara Repulbli
Indonesia Nomor 4609); t 4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Neinor 13 Tahun 2008 tentaiic:
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana lelah diuhnt
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahur 2004 tentang Pengelolarn
Barang Daerah (Lembaran Daerah Pravinsi Daerah Khusus Ibukaols
Jakarta Tahun 2004 Nomor 72);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokol:
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Dacreai
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nemor B,

Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nombr 1 Tahun 2009 tentan:
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta. -

¥ i,
{
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10.

11.

12.

o - '

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbarn:,.. :
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dac

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Womar 7%
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerinlal:
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Klec: .
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik [ndans: i~
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahgn Lembaran Negara Repu'.'
Indonesia Nomor 4744); ;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 lentang  Majoii
Permusyawaratan Rakyat, Dewar Perwakilan Rakyat, Dew::
Perwakilan Daerah,” dan Dewan' Perwakilan Rakyal Dacie
(Lembaran Negara Republik Indorfesia Tahun 2009 Nomor 5.
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5042);

Peraturan Pemerintali Nomor 24 Tahun 2004 lentang Kedudubk::
Protokoler dan Keuangan Pimpinan ddan Anggeta Dewan Perwalil:
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Mo - -
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denga.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahum 2007 (Lembaran Megar.:
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Fengelolas
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taoli
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonssi:-
Nomar 4578); :

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahum 2010 tenlang Pedom:
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah (entao:
Tata Tertib 'Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan lLembhay::
Negara Republik Indonesia Nomar 5104);

1

. Peraturan Pemerintah Nemor 6 Tahtin 2006 tentang Pengelola:,

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran-Negara Republik Indoncsi-
Tahun 2006 Nomor 20, "I”ambalmnI Lembaran Negara Repull:
Indonesia Nomor 4609); o

Peraturan Menteri Dalam Negeri Neinor 13 Tahun 2008 tentasi:
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana lelah diuhnal
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 59 Tahun 2007:

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun' 2004 tentang Pengelolasn
Barang Daerah (Lembaran Daerah Prdvinsi Daerah Khusus Ibukol:
Jakarta Tahun 2004 Nomor T2y

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokal:
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Dacrai
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5;

Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nombr 1 Tahun 2009 tentan:;
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta. »
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Pembatalan sertifikat..., Diana, FH Uf, 2012.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV;:

' - DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERSETU.L
ATAS PELAKSANAAN PELEPASAN! DAN PENGHAPUSAN A7
TANAH DI KELURAHAN KELAPA: DUA WETAN, KECAMATS
CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menyetujui atas pelaksanaan pelepasan dan penghapusan aset tapak
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Adminisiy:- i
Jakarta Timur, :

KEDUA : Mempercaygkan pelaksanaan diktum KESATU kepada Gubar;
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan kelenlu. .
Peraturan F’erundang-undangan yang be‘;rlaku.

KETIGA © Keputusan ini mulai berlaku pada [a}iggai ditetapkan, dan apalyii;
dikemudian hari terdapat kekeliruan 'éi.kan diadakan perubahan o
perbaikan sebagaimana mestinya, i

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 ;f:.p::il 2011
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAL
PROVINS] DAER—A@&?&USUS IBUKOTA JAKARTA
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Hram o

Tembusan :

Gubernur Provinsi DK Jakarta :
Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DK Jakarta
Para Anggota DPRD Provinsi DKl Jakarta
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Para Asisten Setda Provinsi DKI Jakarta
Inspektur Provinsij DK| Jakarta

Kepala BPKD Provinsi DK Jakarta

Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
Walikota Administrasi Jakarta Timur

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta :

p@@ﬂ@@%@N%

Pembatalan sertifikat..., Diana, FH l%JI,'2012.
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